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ABSTRAK

Sabar Winda, 19.2600.013. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Tanete, Kabupaten Enrekang (Perspektif Figih Siyasah). (Dibimbing
oleh H. Sudirman L. dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Rumah menjadi kebutuhan pokok manusia, pada saat ini masih banyak warga
negara yang belum mempunyai rumah yang layak huni. sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dalam mengurangi rumah tidak layak huni. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan program BSPS di desa
Tanete.

Jenis penelitian ini adalah hukum Normatif-empiris. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data
dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Tahap perencanaan program bantuan
Stimulan di Desa Tanete, meliputi persiapan kegiatan dan perencanaan kegiatan
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan. Namun,
kegiatan ini masih menunjukkan adanya sejumlah kesalahan yang disebabkan oleh
minimnya pemberian informasi dan kurangnya komunikasi antara penerima bantuan
dan pengurus kegiatan. 2) Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan di
Tanete melibatkan beberapa tindakan, namun setiap tindakan yang dilakukan belum
sepenuhnya sesuai dengan prosedur kegiatan. Banyak kegiatan yang dilaksanakan
tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan manfaatnya bagi masyarakat, 3) Perspektif
Figih siyasah terhadap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di
Tanete, yang merujuk pada PUPR Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018, dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum optimal. Banyak proses
pelaksanaan, terutama dalam pemberian dan pengambilan keputusan, belum
melibatkan prinsip musyawarah secara optimal. Tugas pelaksana program adalah
memberikan pelayanan yang sesuai dan memberikan informasi yang transparan kepada
masyarakat guna menciptakan kesejahteraan yang diharapkan.

Kata Kunci: Program BSPS; Rumah Layak Huni; Figih Siyasah
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
tioog tidak
‘ Alif |
dilambangkan dilambangkan
N B2 B Be
= E T Te
= Tha Th te dan ha
[d Jim J Je
ha (dengan titik di
d Ha h
bawah)
< Kha Kh ka dan ha
. Dal D De

Xiv



Dhal Dh de dan ha
Ra R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
Shad S
bawah)
de (dengan titik di
Dad d
bawah)
te (dengan titik di
Ta t
bawah)
zet (dengan titik di
Za z
bawah)
koma terbalik ke
ain
atas
Gain G Ge
Fa F Ef
Qaf Q Qi

XV




4 Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

8 Nun N En

B) Wau W We

4 Ha H Ha

e Hamzah Apostrof
< Ya Y Ye

Hamzah (=) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (**).

b. Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
\ Fathah A A
\ Kasrah I I
\ Dammah U U

XVi



2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
. fathah dan ya ai adani
> fathah dan wau au adanu
Contoh:
Ty - kaifa
Jds : haula
¢. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Nama Huruf Nama
Dan Huruf Dan Tanda
e/ L fathah dan alif a a dan garis di atas
atau
ya
e kasrah dan ya 1 I dan garis di atas

Xvii



£ dammah dan i u dan garis di atas
wau
Contoh :
ol mata
=y :rama
J&  :qila

-2

SG3a yamitu

d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammabh,
transliterasinya adalah [t].
2) ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
daliay) : raudah al-jannah atau raudatul jannah
Al 80l al-madinah al-fadilah atau almadinatul fadilah

&S - al-hikmah

XVilii



e. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( "-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.Contoh :

Sy} : Rabbana
Lhad : Najjaina
Gall -al-haqq
zalr al-hajj
axt nu ' ‘ima
s’ - ‘aduwwun

Jika hurufusbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah,
maka ia transliterasi (.--) seperti huruf maddah (i). Contoh:
=y : “‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
e’ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

outll’ : al-syams (bukan asy- syamsu)
A : al-zalzalah (bukan az zalzalah)
asday :al-falsafah

XiX



S’ -al-biladu

g. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

O3aE : ta ' murina
o I’ s al-nau’
el : syai’'un

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),
Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fizilal al-qur’an
Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

I. Lafz al-Jalalah ()

XX



J-

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh:

A G : Dinullah
4 - billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

daaa5 828 Hum fi rahmatillah

Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusi Abii Nasr al-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abi

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

XXi



disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abui Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan:Zaid,
Nasr Hamid Abii)

2. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subhanahii wa ta ‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.S. = ‘alaihi al- sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I. = Lahir tahun
w. = Wafat tahun
QS .../...: 4= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ua - aAi&A

= = O O

pla = el dl L
L = ik
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= o8l 05
= o Al s AT )

= g‘}.;

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam

et al.:

Cet. :

Terj.:

Vol.:

No.

bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia

bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan
huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (““dan kawan-kawan’)

yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi
dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan

kata juz.

: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, pasal 1 ayat (3) yang
menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.! Hukum sebagai
batasan pada setiap individu dan penguasa terhadap kebebasan dalam interaksi
sehingga hukum dijadikan sebagai perlindungan dan jaminan akan terhadap
terciptanya suatu ketentraman umum.? Segala kewenangan dan tindakan
pemerintah serta lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum dan sah
menurut hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum.®

Hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia sehingga jika
membicarakan hukum maka akan membicarakan terkait kehidupan manusia
sehingga hukum mengatur segala tingkah laku seluruh masyarakat yang berupa

aturan atau peraturan yang mengikat yang bersifat memaksa serta mendapatkan

! Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 2002), 118.

2 Alwi Wahyudi, llmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), 214.

3 Ach Khiarul Waro Wardani, Hutrin Kamil, and Moch Choirul Rizal, Diktat Pengantar IImu
Hukum (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendiri, 2021), 20.



sanksi bagi pelanggarnya.® Tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk
menciptakan keadilan, keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Kesejahteraan dapat diukur melalui berkurangnya angka kemiskinan di suatu
daerah.®

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah merupakan bangunan gedung yang
berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,
cerminan harkat dan martabat penghuninya serta sebagai aset bagi pemiliknya.®
Perumahan pada dasarnya mencerminkan serta menjelaskan secara rinci mengenai
identitas individu manusia, baik dalam konteks perorangan maupun dalam
kehidupan berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,
perumahan dapat dianggap memiliki peran yang sangat signifikan dalam
kehidupan manusia dan dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Memiliki tempat tinggal atau rumah adalah salah satu kebutuhan pokok
manusia yang sangat esensial dan harus dipenuhi guna meningkatkan
kesejahteraan hidup. Kehadiran rumah tidak hanya sebagai tempat perlindungan
dari berbagai risiko dan bahaya, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya anggota

keluarga. Musthofa, sebagaimana yang dikutip oleh Tendean, menjelaskan bahwa

* MochTar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Penerbit
PT. Alumni, 2021), 3-5.

> Laila Sari Ananda and Argo Pambudi, “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya Di Desa Sumberarum Moyudan Sleman,” Journal of Public Policy and Administration
Research 7, no. 3 (2018): 304.

® Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman” (Jakarta, 2011), 4.



rumah adalah sebuah struktur bangunan yang berperan sebagai tempat tinggal atau
hunian, serta sebagai sarana untuk membudayakan masyarakat. ’

Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana diketahui bahwasanya kehadiran negara dalam
pandangan Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia karena hukum
Islam mengatur dua bidang kehidupan, yaitu ibadah dan muamalah, yang
bertujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat.® Dalam pandangan Islam, kebenaran
suatu kebijakan pemerintah sangat tergantung pada dampaknya terhadap rakyat.
Jika kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi rakyat,
maka dianggap sesuai dengan syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut
berpotensi merugikan masyarakat, maka dianggap melanggar prinsip syariat.

Dalam perspektif Islam, suatu kebijakan harus didasarkan pada prinsip
kesejahteraan, karena seorang pemimpin bukan hanya bekerja untuk kepentingan
pribadinya, melainkan sebagai wakil dari masyarakat yang dipimpin.® Oleh karena
itu, prinsip kesejahteraan yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya pada Surah

Saba’/34: 15
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’ Tendean Elysa Desyra, Salmin Dengo, Dan Very Londa, “Implementasi Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan
Tompaso Kabupaten Minahasa,” Jurnal Administrasi Publik, 7.110 (2021), Hal. 36.

8 K.H. Afifuddin Muhajir, Figih Tata Negara, ed. Afifur Rochman Sya’rani (Yogyakarta:
IRCiSoD, 2017), 23.

K. H. Afifuddin Muhajir, Figih Tata Negara (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal.91.



“Sungguh, pada (kaum) Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan
kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di
sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki
(yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya.
(Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu)
Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Saba'/34:15).” 1°

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa negara yang ingin mencapai
kesejahteraan di bawah ridha Allah swt seharusnya mengalokasikan dana yang
memadai untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam
perspektif Islam, kesejahteraan diharapkan untuk semua makhluk Allah di bumi,
dan tanggung jawab pemerintah adalah mengatasi kemiskinan serta memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak asasi mereka. Salah satu hak dasar
masyarakat adalah memiliki rumah yang layak huni. Sayangnya, di Indonesia
masih terdapat banyak rumah yang tidak memenuhi standar hunian yang layak,
menjadi permasalahan sosial yang sulit diatasi. Keberadaan rumah yang tidak
layak huni juga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan. Oleh karena itu,
pemerintah perlu serius memperhatikan dan mencari solusi untuk menyelesaikan
permasalahan ini, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Pemerintah terus berupaya agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menyediakan tempat tinggal yang

layak dan terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.* Kementerian

10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 619.

11 Muhammad Rifai Adi Pratama, “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali
Provinsi Jawa Tengah” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), Hal. 3.



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen dalam
meningkatkan serta mendorong keswadayaan masyarakat yang berpenghasilan
rendah untuk meningkatkan kualitas rumah dan sarana prasarana. Salah satu
kebijakan yang dilakukan adalah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) untuk memfasilitasi perbaikan rumah dan peningkatan
kualitasnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merujuk kepada masyarakat yang
memiliki keterbatas dalam daya beli sehingga perlu adanya dukungan dari
pemerintah untuk memiliki rumah layak huni. Masyarakat yang masuk kriteria
berpenghasilan rendah yaitu masyarakat yang berpenghasilan dibawah Upah
Minimum Pemerintah Daerah (UMP) yang mana diketahui pada Provinsi Sulawesi
Selatan besaran UMP pada tahun 2022 sebesar Rp3. 165.876.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur oleh Peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor
07/PRT/M/2018 yang mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program BSPS dirancang sebagai bantuan pemerintah untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan tujuan meningkatkan kualitas rumah dan
memajukan keswadayaan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab membantu

dan memfasilitasi masyarakat dalam menciptakan tempat tinggal yang layak huni



guna meningkatkan kesejahteraan mereka.*? Bantuan BSPS merupakan bantuan
yang diberikan kepada masyarakat baik berupa uang maupun tenaga lainnya guna
mendorong keswadayaan. Bantuan BSPS terdiri atas Pembangunan Baru Rumah
Swadaya (PBRS) dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS). PBRS
merupakan kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang
diselenggarakan atas praksara dan upaya masyarakat baik secara individu maupun
berkelompok, PKRS merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang
diselenggarakan atas upaya masyarakat baik secara individu maupun
berkelompok.
Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memiliki kriteria yang
telah ditetapkan yaitu: 3
1) Warga Negara Indonesia
2) Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah
upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin
sesuai dengan data dari kementrian sosial
3) Sudah berkeluarga

4) Memiliki atau yang berhak menguasai tanah

12 Andreson Mamangkey, Johny Lumolus, and Fanley Pangeman, “Pelaksanaan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecematan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan,”
Jurnal Jurusan llmu Pemerintahan 3, no. 3 (2019): 2.

13 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomoe 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya” (Jakarta, 2018), 8.



5) Belum memiliki rumah, atau telah memiliki dan menghuni rumah tidak
layak huni
6) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah
7) Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan
stimulan
8) Memiliki tabungan bahan bangunan
9) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan tambahan dana Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
10) Bersungguh-sungguh  mengikuti program Bantuan  Stimulan
Perumahan Swadaya, dan
11) Dapat bekerja secara berkelompok
Bantuan ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat miskin dalam
peningkatan taraf hidup masyarakat dalam hal memiliki rumah layak huni.
Bantuan ini juga diharapkan meningkatkan inisiatif masyarakat dalam
keswadayaan baik penerima bantuan itu sendiri atau kerabat, sehingga bantuan ini
dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni.'*
Dalam pelaksanaan bantuan ini, pemerintah memberikan dukungan di
berbagai provinsi, termasuk melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor

14 Dewi Herlina, “Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam
Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi”
(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), Hal. 164.



115/KPTS/M/2022.%> Surat keputusan tersebut menetapkan besaran nilai dan
lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022, khususnya
di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Regulasi ini sejalan dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu. Menurut regulasi
ini, masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan memiliki hak, termasuk
hak atas perumahan yang layak huni.!®* Tujuan dari hak ini adalah untuk
mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan juga
tergambar dalam program-programnya, yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan maksud dibentuknya kebijakan tersebut.

Desa Tanete di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadi salah
satu lokasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program ini mencakup Jenis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), yang
fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni.
Dalam pelaksanaan BSPS di desa Tanete, bantuan yang diberikan mencakup

bahan bangunan dan dana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah.

15 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022” (Jakarta, 2022), 14.

16 Bupati Enrekang Sulawesi Selatan, “Peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu” (Enrekang, 2017), 5.



Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ini dengan
pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah masyarakat masih
belum sepenuhnya memahami informasi terkait bantuan BSPS ini, proses
pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya
ketersediaan dan kualitas rendah bahan bangunan. Beberapa masyarakat bahkan
merasa rugi menjadi penerima bantuan, menunjukkan adanya masalah yang perlu
diatasi dalam penyelenggaraan program ini.

Dari penjelasan diatas, perlu adanya penelitian tentang bagaimana
pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Tanete sehingga dapat
mengetahui sejaun mana pencapaian dan kesesuaian terhadap pelaksanaan
program yang dilakukan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta serta
perekomendasian dalam pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten

Enrekang Perspektif figih siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam
penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di

Desa Tanete Kabupaten Enrekang?
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2. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di
Desa Tanete Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana Perspektif Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tanete Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan mempunyai tujuan, tujuan dan
harapan itu merupakan hal yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian
juga dengan kegiatan penelitian dimana penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai
yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Perencanaan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang.

2. Mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
di Desa Tanete Kabupaten Enrekang.

3. Mengetahui Perspektif Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tanete Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan
informasi  terkait bagaimana pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di desa Tanete Kabupaten Enrekang.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam bidang
akademis khususnya bagi para peneliti yang akan melakukan
penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengalaman ilmiah bagi penulis dan pembaca serta dapat dijadikan
sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
informasi tentang pelaksanaan program BSPS dalam meringankan

beban masyarakat berpenghasilan rendah.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan agar mendapatkan gambaran mengenai topik
penelitian dan memastikan bahwa penelitian tersebut tidak mengulangi penelitian
sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pencarian referensi penulis,
terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jamber” oleh
Zumrotul Mu’minin. Jenis penelitian tersebut deskriptif kualitatif. Hasil
penelitiannya, mengemukakan bahwa tingkat pelaksanaan efektivitas pelaksanaan
Program bantuan menggunakan model implementasi Menurut Goerge Edward I
sudah baik namun masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana seperti
sumber daya yang belum memadai.’

Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan penelitian yang digunakan.
Penelitian sebelumnya oleh Zumrotul Mu’minin yaitu dalam Proses bantuan
stimulan perumahan masih mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang

Bantuan Rumah Swadaya kemudian menggunakan perspektif figih siyasah.

17" Zumrotul Mu’minin, “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi
Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi” (Universitas
Jamber, 2018).

12
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Kedua, Intan Nazira dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Gampong Alue Peuno
Kecamatan Peusang Kabupaten Bireuen Tahun 2020.%8 Penelitian ini lebih berfokus
untuk mengetahui apa penghambat dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan
Swadaya (BSPS). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program
sudah baik, namun berdasarkan indikator Edward IIl hanya terlaksana pada
indikator komunikasi dan sumber daya.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Intan Nazira terletak pada
fokus dan indikator yang digunakan. Intan Nazira lebih menitikberatkan pada
identifikasi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,
dengan penekanan pada indikator Edward I11. Sementara itu, penelitian ini berfokus
pada analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Masyarakat di Desa Tanete, dengan mengambil perspektif figih siyasah.

Ketiga, Syafira Ramadhani Azhari, dalam penelitiannya berjudul
"Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus di Desa
Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi),"
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara,
dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di
Desa Penyengat Olak telah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PERMEN
PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan PERMEN PUPR 07/PRT/M/2018 mengenai

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Meskipun demikian, tingkat efektivitas

18 Intan Nazira, “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Gampong Alue
Peuno Kecematan Peusang Kabupaten Bireuen Tahun 2020” (Universitas Almuslim Bireuen, 2022).



14

dalam hal waktu dan penetapan tujuan untuk pelaksanaan secara swadaya belum
mencapai tingkat maksimal *°.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Syafira Ramadhani Azhari
terletak pada teknik pengumpulan data dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya
oleh Syafira Ramadhani Azhari difokuskan pada analisis proses pelaksanaan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sisi lain, penelitian ini memiliki fokus
yang berbeda dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur dampak
pelaksanaan bantuan ini terhadap masyarakat, dengan mempertimbangkan

perspektif figih siyasah.
B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori serta beberapa konsep
untuk dijadikan sebagai dasar guna mengetahui permasalahan yang diteliti serta

menjawab objek dari penelitian. Teori yang dipakai yaitu:
1. Teori Keadilan

Keadilan (iustitua) yang berasal dari kata adil, mengacu pada tindakan
yang tidak memihak atau tidak berat sebelah. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Oleh karena itu, keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang adil

atau tindakan yang tidak memihak.?’ Dengan demikian, keadilan pada dasarnya

19 Qyafira Ramadhani Azhari, “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Studi Kasus Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”
(Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

20 Jasmianti, “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera Di Kelurahan
Lemoe Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), Hal. 13.
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memperlakukan seseorang atau kelompok lain sesuai dengan hak-hak mereka,
meskipun tidak selalu harus sama.

Keadilan merupakan salah satu topik utama dalam filsafat hukum.
Dalam perspektif hukum, hukum bukan hanya tentang peraturan perundang-
undangan (Lex), tetapi juga tentang keadilan (ius). Hukum baru dapat disebut
hukum jika substansi atau isi tidak bertentangan dengan tuntutan keadilan. %

Menurut Hans Kelsen dalam Bukunya General Theory of Law and
State, keadilan dapat diberikan oleh hukum yang positif, yaitu sistematis.
Keadilan sendiri merupakan perimbangan nilai yang subjektif. Meskipun adil,
suatu tatanan tidak harus membawa kebahagiaan untuk setiap individu,
melainkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin individu
dalam arti kelompok, yaitu memenuhi kebutuhan tertentu seperti sandang,
pangan, dan papan. Namun, kebutuhan manusia yang patut diutamakan dapat
dilihat dengan penggunaan pengetahuan rasional yang merupakan suatu
pertimbangan nilai yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional

Makna keadilan tercermin dalam nilai-nilai yang tercantum dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Konsep keadilan menurut bangsa Indonesia adalah keadilan sosial, seperti yang
terlihat pada Sila Kedua Pancasila yang menyatakan "Kemanusiaan yang adil
dan beradab™ dan Sila Kelima yang menyatakan "Kemanusiaan bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Konsep ini juga tercermin dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pada alinea

keempat yang menjelaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia

21 Ayu Kholifah, “Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan
Investasi Bank Syariah,” Jurnal Jeskape, 4.2 (2020), 24 (Hal. 338—39).
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dan dasar disusunnya Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu,
keadilan dapat diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga
negara.

Namun, prinsip keadilan dalam hukum seringkali menimbulkan
masalah bagi masyarakat dalam meminta perlakuan yang adil dari negara
sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali
ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan efek negatif dan kurang baik
dalam pembelajaran masyarakat.??> penggunaan teori penelitian ini untuk
mengetahui apakah bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan salah

satu aspek dari tujuan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
2.  Teori Pemerintah Daerah

Jika didefinisikan arti pemerintah terkait dengan suatu lembaga atau
instansi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, Pemerintahan
dapat diartikan sebagai aktivitas mengelola pemerintahan atau proses
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (bestuursvoering). Dengan kata lain,
makna dari kata pemerintah terkait atau terhubung dengan lembaga atau
instansi, sementara pemerintahan sendiri terkait dengan tugas-tugas
pemerintahan atau bagaimana tugas-tugas pemerintahan itu dijalankan dan
dilakukan.?

Pemerintah berasal dari kata Perintah yang berarti memerintahkan untuk

melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah

22 syarifuddin, Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak (Depok: Pt Imaji Cipta Karya,
2020), Hal. 10.
23 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 27.
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kekuasaan yang memimpin sebuah negara.?* Menurut Bratakusuma, yang
dikutip oleh Afdal, pemerintah daerah adalah lembaga yang melakukan
otonomi daerah dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan di wilayah tersebut. Pemilihan pemimpin pemerintah daerah
dilakukan oleh warga setempat melalui mekanisme pemilihan umum.?
Menurut Gomme, Pemerintah Daerah merupakan bagian dari sistem
pemerintahan suatu negara atau bagian negara yang dikelola oleh pihak yang
berasal dari otoritas yang di bawah naungan negara, namun dipilih secara
independen oleh kontrol dan otoritas negara, oleh individu yang berkualifikasi
atau memiliki kepemilikan di wilayah tertentu, dan dibentuk oleh masyarakat
yang memiliki kepentingan dan sejarah bersama.

Dalam sistem tata pemerintahan Republik Indonesia, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijalankan melalui kebijakan otonomi
daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.% Pengertian
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.?’
Pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintah oleh pemerintah
dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah dengan

prinsip otonomi yang paling luas dalam sistem dan prinsip Kesatuan Republik

24 Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pememrintahan Daerah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam Bingkai NKRI, Ed. Oleh Budi Ashari (Yogyakarta: UAD PRESS, 2020), Hal. 43.
25 Afdal et al., Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 2.
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang

Pemerintahan Daerah.
27
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Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.%

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam
pengelolaan manajemen daerah otonom. Pada satu sisi, pemerintah daerah
bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan
atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendalian Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Di sisi lain, pemerintah daerah juga bertanggung jawab kepada
masyarakat setempat dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber
daya setempat secara efektif dan membangun kemitraan dengan masyarakat,
sektor swasta, dan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan
pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Dalam
melaksanakan tugas pemerintahan daerah, prinsip otonomi dan subsidiaritas
harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu,
peningkatan daya saing daerah, efisiensi, efektivitas, dan keanekaragaman
daerah juga harus menjadi fokus dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan
tetap mengikuti prinsip demokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama pembentukan pemerintah daerah adalah untuk menjaga
ketertiban agar masyarakat dapat hidup secara harmonis. Pemerintah
seharusnya menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan diri

sendiri. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

28 H. Andi Pangeran Moenta and Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan
Daerah (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 26.
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anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
kemajuan bersama.?® penggunaan teori ini pada penelitian ini guna mengetahui
bagaimana pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dalam pelaksanaan

kegiatan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3. Teori Al-Maslahah

Dilihat dari segi lafadznya, Al-Maslahah adalah kata yang berasal dari
bahasa Arab dengan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah Al-
masalih. Kata maslahah sendiri berasal dari kata salaha atau saluha yang
berarti kebaikan.*® Dari segi etimologis, Al-Maslahah dapat diartikan sebagai
kebaikan, manfaat, pantas, layak, selaras, guna, atau patut, juga bisa merujuk
pada benefit atau interes. Dalam batasan pengertiannya, Al-Maslahah memiliki
dua pengertian, yaitu urf dan Syara. Al-Maslahah dalam konteks urf adalah
sebab yang menghasilkan kebaikan dan manfaat. Sementara itu, Al-Maslahah
secara syar'i adalah sebab yang membawa dan menghasilkan tujuan asy-syar'i
(kebaikan) yang diatur oleh hukum yang adil dalam menentukan kebolehan atau
larangan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Artinya, Al-Maslahah dalam
konteks syar'i merujuk pada prinsip kebaikan atau kemaslahatan yang sesuai
dengan nilai-nilai syariat Islam, yang diakui dan diatur oleh hukum Islam untuk

menentukan perbolehan atau larangan dalam berbagai aspek kehidupan.!

29 Dadang, Kedudukan Dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan
Perizinan (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 12.

30 Siska Lis Sulistiani, Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal. 22.

31 Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum
Islam Munawir Sjadzali (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), Hal. 86.
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Menurut pandangan Ibnu Asyur, Maslahah dapat diartikan sebagai
tindakan yang mampu memberikan manfaat secara berkesinambungan atau
mendominasi, baik untuk masyarakat maupun individu. Al-Maslahah
menekankan bahwa dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan
masyarakat haruslah mengikuti hukum Islam. Kata Maslahah yang kemudian
diserap dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat. Dalam konteks ini, konsep
Maslahah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk
memberlakukan aturan-aturan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kebaikan
dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum
Islam tidak hanya diberlakukan sebagai suatu formalitas, tetapi lebih pada
upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat bagi individu dan
masyarakat secara keseluruhan. Pakar figih dan ushul figih menyimpulkan
bahwasanya maslahat merupakan tujuan inti alam persyariatan hukum Islam.

Bagi Namlati, Al-maslahah memiliki tiga syarat, yaitu: 3

1. al-maslahah harus menjamin kemaslahatan yang hakiki. Ini
menekankan bahwa manfaat yang dikejar harus yang menghasilkan
kemaslahatan bagi masyarakat. Ini berguna menghindari interpretasi
yang sifatnya subjektif untuk disalahgunakan demi kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu.

2. al-maslahah harus bersifat umum tidak bersifat khusus, artinya
manfaat atau kemaslahatan yang diinginkan bukan hanya untuk
kelompok atau individu tertentu, tetapi bersifat umum, mencakup

sebanyak mungkin anggota masyarakat. Hal ini mencerminkan

32 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal (Jakarta:
Kencana, 2018), Hal. 37.
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semangat keadilan dan kepentingan umum dalam aplikasi prinsip Al-
maslahah

3. al-maslahah tidak bertentangan dengan syariat. ini menekankan
bahwa meskipun mencari kemaslahatan umum, tindakan atau
kebijakan yang diambil tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan
syariah atau ajaran Islam. Ini menggarisbawahi bahwa prinsip Al-
maslahah harus selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum

Islam

Pengguanaan teori al-Maslahah dalam penulisan ini untuk menganalisis
kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah terkait program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap pemenuhan hak rumah layak huni
menunjukkan bahwa analisis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip al-
Maslahah. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah
kebijakan yang diambil terkait program ini didasarkan pada upaya mencapai
kemaslahatan.

Berdasarkan tujuan ini, al-Maslahah menekankan bahwa kebijakan
publik, seperti program BSPS, seharusnya diarahkan pada mewujudkan
kemaslahatan atau kebaikan bersama bagi masyarakat. Analisis yang
mencocokkan kebijakan dengan teori al-Maslahah memberikan sudut pandang
kritis terhadap apakah kebijakan tersebut benar-benar memenuhi tujuan
kemaslahatan yang diinginkan atau tidak. Hal ini dapat membantu dalam
penyempurnaan kebijakan atau memberikan rekomendasi perbaikan jika

ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut.
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C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Figih Siyasah)”. Untuk
lebih jelas dalam memahami penelitian ini maka perlu adanya penguraian sehingga
tidak menimbulkan adanya penafsiran yang berbeda. Pemberian penjelasan atas
pengertian ini guna terciptanya persamaan dalam memahami landasan pokok

pengembangan masalah pembahasan.
1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan
setelah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, yang kemudian
dijelaskan dengan jelas melalui strategi atau langkah-langkah yang harus
diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang
tepat melalui serangkaian pilihan yang dipertimbangkan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses strategis untuk
mencapai tujuan yang mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki atau
yang tersedia dalam memilih alternative yang tepat dengan memprioritaskan
aspek rasional. Tahapan Perencanaan merupakan proses awal dalam
menjalankan suatu kegiatan dan dapat dikatakan sebagai kunci awal dari

suatu keberhasilan pada tujuan yang ingin diharapkan. Perencanaan
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dilakukan dengan menentukan tujuan dan merumuskan strategi pelaksanaan
program.

Berdasarkan konteks penelitian ini, perencanaan merujuk pada
proses penetapan tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,
yang melibatkan prinsip-prinsip penting. *

Pertama, perencanaan mencakup penetapan sasaran atau target yang
ingin dicapai, seperti mengembangkan kegiatan pembangunan yang jelas
untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat, dengan fokus pada
transformasi rumah tak layak huni menjadi layak huni.

Kedua, perencanaan juga melibatkan pengembangan visi dan misi
dalam program bantuan. Hal ini mencakup identifikasi siapa yang akan
mendapatkan manfaat dari program dan mengapa program ini harus
dilaksanakan. Visi dan misi menjadi panduan dalam mengarahkan
implementasi program agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang
diinginkan.

Ketiga, perencanaan mencakup strategi atau prosedur yang akan
dilakukan dalam pelaksanaan bantuan. Ini melibatkan pemikiran tentang
langkah-langkah konkret yang harus diambil agar program berjalan dengan

baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Keempat, perencanaan juga mempertimbangkan bahwa kegiatan ini
merupakan proses pelaksanaan yang dapat berkelanjutan atau dapat

dilakukan kembali. Artinya, perencanaan harus memikirkan aspek

33 Rapotan Hasibuan, Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat (Pekalongan: PT Nasya
Expanding Management, 2021), 5.
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keberlanjutan program untuk memastikan dampak positif yang

berkelanjutan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan mengacu pada tindakan, aktivitas, atau proses yang
dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Proses ini tidak hanya mencakup
aktivitas semata, melainkan juga kegiatan yang direncanakan dengan
berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
tersebut.3* Pelaksanaan merupakan tindakan atau eksekusi dari rencana yang
telah disusun secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, pelaksanaan harus sesuai
dengan situasi di lapangan dan di luar lapangan agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai.®®

Dalam proses pelaksanaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
merupakan syarat terpenting dalam keberhasilan nya yaitu:

Pertama, tahap pembekalan pelaksanaan kegiatan terkait Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sehingga jelas dan dapat
dipahami oleh masyarakat atau para pelaksananya sehingga dalam kegiatan
pembangunan nanti tidak menyulitkan masyarakat karena telah paham
terkait bagaimana bantuan ini dilakukan.

Kedua, pengadaan sumber daya menjadi aspek penting karena
merupakan komponen krusial yang diperlukan untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan. Tanpa sumber daya yang memadai, kegiatan tidak

34 Agus B. Siswanto and M. Afif Salim, Manajeman Proyek (Semarang: CV. Pilar Nusantara,
2020), 2.

%5 A. Rusdiana Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian (Bandung: Pusat
Penelitian Dan Penerbiatan UIN SGD Bandung, 2018), Hal. 120-21.
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akan dapat terlaksana. Beberapa komponen yang diperlukan meliputi
pencairan dana, pemenuhan jumlah staf beserta kualitasnya, informasi yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan, serta kewenangan yang cukup
untuk melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab. Fasilitasi yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan program juga menjadi bagian dari pengadaan
sumber daya, termasuk pembentukan tim pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksanaan
terhadap program, terutama dari pihak yang menjadi pelaksana program.
Disposisi ini mencakup sejauh mana pihak pelaksana memiliki kesediaan
dan kesungguhan untuk menjalankan program tersebut.

Keempat, struktur birokrasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan
karena mengatur tata aliran pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang
baik dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dengan
jelas menetapkan tanggung jawab dan wewenang di setiap tingkatan dalam

organisasi.
3. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang berarti
penilaian. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu
kegiatan, kebijakan, atau program. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rancangan pembangunan, Evaluasi adalah serangkaian kegiatan

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
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(outcome) terhadap rancangan dan standar yang telah ditetapkan, dimasukkan
untuk perencanaan yang akan datang.®

Tujuan dari adanya evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas proses dan
memberikan keputusan terhadap kinerja program kedepannya, apakah
program tersebut perlu diperbaiki, diteruskan, atau bahkan diberhentikan.
Pada tahap evaluasi ini hal yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu
bagaimana tingkat kinerja pada kegiatan terhadap pelaksanaan suatu program
yang dilaksanakan.

Bantuan Stimulan Perumahan Stimulan yang dilaksanakan di desa
Tanete dapat dilihat tolak ukur adanya bantuan ini dilakukan atau tidak, dapat
dilihat apakah program tersebut dilakukan dengan baik sesuai yang
direncanakan. Hal ini seperti apakah penyaluran ini telah diberikan kepada
yang memenuhi syarat atau tidak dan apakah masyarakat yang menerima
terbantu akan bantuan ini. Kemudian apakah dalam proses kegiatan ini setiap
pelaku kegiatan telah memahami serta melakukan kinerjanya sesuai dengan
yang diarahkan atau tidak. Sehingga dari penilaian Evaluasi ini dapat
diketahui apakah ketentuan atau peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan

atau bekerja dengan baik.
4. Fiqih Siyasah

Figih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Siyasah

diartikan sebagai pengaturan, pengurusan, dan pembuatan kebijakan yang

35peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 pasal (1) ayat 3 Tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
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bersifat politis untuk meliputi sesuatu.®” Figih siyasah merupaka ilmu tata
negara Islam yang secara khusus membahas pengaturan kepentingan umat
manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, termasuk penetapan
hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan
dengan ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
kehidupan bermasyarakat.*® Dalam figih siyasah, negara hukum mempunyai
prinsip — prinsip yaitu: %

Pertama, Prinsip Kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara. kedaulatan tersebut mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. yang
mana di praktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di
muka. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan
hukum atau kehendak dalam suatu negara. Pemimpin sebagai pemegang
kekuasaan seharusnya melakukan upaya dalam mensejahterakan
masyarakatnya dengan membentuk suatu kebijakan atau bantuan pada
masyarakat.

Kedua, Prinsip Keadilan yang merupakan prinsip asasi yang sangat
ditekankan dalam al-Qur'an sehingga harus dijalankan dengan penuh
integritas, dalam mencapai keseimbangan kehidupan manusia. Dalam
penegakan keadilan dalam hukum menghendaki agar setiap warga atau

masyarakat memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. sehingga dalam

37 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), Hal. 3.

38 Achmad Irwan Hamzani Dan Havis Aravik, Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran (Pekalongan,
2021), Hal. 2-3.

39 Fitriyani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, “Konsep-Konsep Negara Dalam Figih
Siyasah,” Farabi (e-Journal) 19, no. 1 (2022): 10-12.
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pelaksanaan bantuan ini diharapkan dilakukan dengan adil yaitu
memberikan bantuan kepada siapapun yang berhak mendapatkannya.

Ketiga, Prinsip Musyawarah dan Ijma adalah prinsip penting dalam
negara demokrasi Islam, di mana tukar pikiran, gagasan, dan ide-ide yang
diajukan oleh semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah dan
mencapai keputusan yang terbaik. Prinsip musyawarah harus diterapkan
dalam pemerintahan mencegah terjadinya keputusan yang merugikan
kepentingan umum dan rakyat

Keempat, Prinsip Persamaan harus dijalankan dengan sungguh-
sungguh, karena hal ini sangat penting. Prinsip ini sangat ditekankan oleh
Allah, yang diharapkan untuk saling menjaga persatuan, serta melarang
adanya pemecah belah di antara manusia karena mereka bersaudara.

Kelima, Prinsip Hak dan Kewajiaban Negara dan Rakyat dimana
seluruh warga negara dijamin atas hak-hak dasar tertentu. Prinsip hak
manusia dalam Al-quran telah dijabarkan seperti hak untuk hidup, hak untuk
memiliki, kebebasan beragama, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak
kebebasan beragama, dan hak lainnya. Al-quran membuat nilai-nilai
universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia
dan Tuhan, tetapi antar sebjek hukum dapat menerapkan prinsip ini dalam
hidup bernegara.

Keenam, Prinsip amar ma ruf nahi munkar dimana prinsip ini dijadikan
sebuah mekanisme check and balance dalam sistem politik islam dimana
terdapat langkah -langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan

memastikan bahwa tindakan pemerintah konstisten dengan prinsip keadilan
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dan kesetaraan yang diajarkan dalam islam. Seorang pemimpin bukanlah
orang yang suci sehingga memungkinkan untuk dikritik atau dinasehati.
Prinsip negara hukum memiliki nilai-nilai yang sifatnya mutlak serta
daya laku yang universal. Dengan karakteristik tersebut tidak diartikan
bahwa prinsip-prinsip hukum islam itu kaku. Implementasi prinsip hukum
islam dapat berubah dan berkembang menurut sistem yang sesuai untuk

kepentingan masyarakat dan kemaslahatan di waktu dan tempat itu.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran terhadap alur penelitian yang
dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian
lapangan guna mengetahui “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Figih Siyasah)”, penulis
ingin mengetahui seperti apa bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran
bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan
Swadayan di Desa Tanete. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran

bagan kerangka pikir.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji, penelitian ini digolongkan
sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji
pelaksanaan atas ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) secara faktual
pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.*® Sedangkan
Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris
adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman
mengenai permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus yang ada. Pendekatan
ini melibatkan penelitian langsung di lokasi penelitian, di mana pengamatan
(observasi) dan wawancara (interview) dilakukan dengan pihak yang memiliki
kompetensi terkait, guna memperoleh gambaran yang mendalam dari data yang
terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan (field research). Field
research yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dimana data yang
diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Desa Tanete, Kabupaten

Enrekang.

4OMuhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal. 29.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanete Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih satu bulan lamanya
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete perspektif figih siyasah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
sekunder.
1. Data Primer
Data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama
yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan
dengan melakukan wawancara pada Tenaga Fasilitator Kegiatan, kepala
Desa Tanete, penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa
Tanete, dan/atau pihak-pihak yang terkait lainnya.
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari sejumlah buku serta dokumen tertulis
yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan beberapa buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait Program Bantuan Stimulan,

serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan
proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun
langsung ke lapangan sebenarnya untuk melakukan penelitian serta memperoleh
data yang data konkret dan akurat yang dapat membantu dalam pembahasan
penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.
Observasi merupakan proses sistematis dalam mengamati fenomena yang
terlihat. Pengamatan dilakukan dengan mengamati peristiwa, gerakan, atau
proses.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke
lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real
yakni meneliti langsung di Desa Tanete. Adapun dalam melakukan
pengamatan peneliti menggunakan instrumen.

2. Wawancara (Interview)

Teknik Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data
melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang
diwawancarai guna mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai suatu
hal yang mana ini berguna sebagai masukan suatu penelitian 4.

Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan proses tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan

dalam rangka untuk memperoleh informasi Tujuan dari wawancara jenis ini

1 Sanasintani, Penelitian Kualitatif, Cet.1 (Malang: Selaras, 2020), Hal. 3.
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adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak
yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Pada penelitian ini
wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman
wawancara. Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang akan
diajukan yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara, guna
menghindari dan meminimalisir kesalahan berupa menyebarluasnya
pembahasan keluar dari konteks permasalahan penelitian.
3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen
rapat, agenda dan sebagainya. Dengan dilakukannya dokumentasi keabsahan
penelitian dapat lebih terjamin sebab data dokumentasi berasal berisi bukti-
bukti penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang
dilakukan dengan mengambil gambar masyarakat yang mendapatkan bantuan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut
dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data
menyangkut  kriteria derajat kepercayaan (credibility), kebergantungan
(dependability), dan kepastian (confirmability). Untuk menentukan keabsahan
data diperlukan adanya Teknik pemeriksaan mendasar yaitu:

1. Derajat Credibility

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian
rupa sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil dapat  dicapai,
menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap temuan melalui verifikasi

peneliti terhadap berbagai fakta yang ada di lokasi penelitian.
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2. Pengujian Dependability
Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak terdapat proses
penelitian di lapangan tetapi memperoleh data, maka penelitian tersebut
tidak reliabel atau dependability. Oleh karena itu, diperlukan untuk

melakukan uji reliabilitas (dependability).

3. Pengujian Confirmability
Pengujian Pengujian comfirmability (penegasan, kebenaran) dalam
penelitian kualitatif disebut dengan ji objektivitas data penelitian. Objek
penelitian menunjukkan bahwa apabila hasil penelitian telah disepakati oleh
banyak orang. Menguji konfirmabilitas adalah menguji hasil penelitian yang
dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari
proses penelitian, maka penelitian itu telah memenuhi standar

konfirmabilitas.*?
G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam buku
Jogiyanto,*® yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai kegiatan penyederhanaan dengan

melakukan proses menyortir, pengutamaan, dan mengabstrakkan sehingga

%2 Sandi Hesti Sondak, Rita N Taroreh, Dan Yantje Uhing, “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,
Bisnis Dan Akuntansi, 7.1 (2019), Hal. 676.

3 Jogiyanto Harlono, Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: Penerbit
Andi, 2018), 296.
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menjadi data yang bermassa. Tegasnya reduksi data kegiatan meringkas dan
mengambil poin-poin penting data yang mempermudah peneliti dalam
mengumpulkan dan membuat kesimpulan.
2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data yang digunakan berupa teks naratif yang
dideskripsikan yang berasal dari menggabungkan informasi sehingga mudah
dipahami dan mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan
kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan yang terbentuk pada penelitian
ini berdasarkan pada temuan terbaru dari apa yang telah ada dan
disempurnakan pada tulisan ini. Temuan yang ini dapat berupa deskripsi yang

kemudian dijelaskan pada penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa

Tanete Kabupaten Enrekang

Memiliki rumah yang baik dan layak huni bukan hanya sekadar
keinginan, tetapi juga sebuah hak dasar yang fundamental bagi setiap individu.
Rumah yang layak dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan
dari berbagai ancaman. Rumah juga merupakan tempat berlindung dari cuaca
buruk, tempat berkumpul bersama keluarga, dan menjadi landasan untuk
mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam konteks hak asasi manusia, memiliki tempat tinggal yang layak
merupakan hak yang patut diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat.
Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki rumah dan lingkungan yang
baik. Hal ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan
dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Sayangnya,
kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi hak ini. Banyak
yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, yang dapat berkontribusi pada
penurunan kesejahteraan dan peningkatan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu,
upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni
menjadi suatu aspek penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan

masyarakat.
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Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan permukiman pemerintah disebutkan bahwa "1.
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, 2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan
secara bertahap dan berkelanjutan, 3. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan
dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a) subsidi perolehan rumah, b) stimulan
perumahan swadaya, c) prasarana, sarana, dan utilitas umum.**

Bantuan subsidi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk
memberikan akses perumahan yang terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan
rendah. Sumber dana untuk program ini berasal dari anggaran pemerintah, baik
pusat maupun daerah. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan
finansial kepada masyarakat untuk membeli atau menyewa rumah yang layak huni
dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Bantuan ini dapat
berupa pinjaman lunak dengan bunga rendah atau nol, pembebasan biaya
administrasi, atau subsidi langsung untuk pembayaran cicilan rumah. Dengan
demikian, bantuan subsidi bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang
mampu secara finansial agar dapat memiliki atau menyewa rumah tanpa harus
membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang
diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat

% Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman,” 36-37.
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berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas perumahan mereka
sendiri. Dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Bantuan ini dapat berupa dana tunai atau bantuan material yang
digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah, serta insentif lainnya yang
memfasilitasi pembangunan atau perbaikan rumah. Dengan demikian, BSPS
memberikan dorongan kepada masyarakat untuk secara mandiri meningkatkan
kondisi perumahan mereka. Meskipun memiliki perbedaan, kedua program ini
bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak
huni dan membantu mengatasi masalah kekurangan perumahan.

Kedua bantuan ini juga berbeda dengan bantuan rumah non-subsidi yang
merupakan bantuan rumah yang tidak bergantung pada subsidi pemerintah dalam
bentuk bantuan keuangan langsung atau insentif fiskal. Dalam bantuan rumah non-
subsidi, biaya pembangunan atau pembelian rumah sepenuhnya ditanggung oleh
penerima bantuan atau melalui sumber pendanaan lain yang tidak bersifat subsidi
dari pemerintah. Tidak seperti program rumah subsidi atau BSPS yang memiliki
kriteria tertentu untuk memenuhi syarat, rumah non-subsidi tidak terikat pada
kriteria pendapatan atau kelayakan tertentu. Siapa pun yang mampu membayar
harga rumah tersebut dapat membelinya atau menyewanya. Ketersediaan rumah
non-subsidi dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar properti di suatu
daerah. Di daerah dengan pasar properti yang sibuk dan harga rumah yang tinggi,
rumah non-subsidi mungkin lebih sulit diakses oleh masyarakat dengan
pendapatan rendah atau menengah. Namun, di daerah dengan persediaan rumah
yang lebih besar dan harga yang lebih terjangkau, rumah non-subsidi dapat

menjadi pilihan yang lebih layak bagi berbagai lapisan masyarakat.
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Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan yang dilakukan di Desa Tanete
termasuk dalam Bantuan stimulant perumahan Swadaya (BSPS) yakni bantuan
yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) guna meningkatkan kualitas rumah. Bantuan BSPS itu sendiri
diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia No.7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat
(BSPS).

Melalui BSPS, pemerintah memberikan stimulus atau dorongan kepada
masyarakat agar mereka dapat melakukan perbaikan atau pembangunan rumah
yang sesuai dengan standar layak huni. Program ini tidak hanya memberikan
bantuan finansial, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Dengan adanya peraturan ini,
diharapkan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni,
sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. BSPS menjadi instrumen
kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan
kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dalam proses melaksanakan suatu kegiatan tentu ada beberapa tahapan
yang perlu dilakukan, jika terdapat tahapan yang diabaikan maka mengakibatkan
suatu kegiatan yang cacat. Tahapan Perencanaan merupakan proses awal dalam
menjalankan suatu kegiatan dan dapat dikatakan sebagai kunci awal dari suatu
keberhasilan pada tujuan yang ingin diharapkan. Perencanaan dilakukan dengan
menentukan tujuan dan merumuskan strategi pelaksanaan program guna
meningkatkan kualitas hidup dan kualitas tempat tinggal yang nyaman ditempati

sehingga harus dilakukan dengan penuh koordinatif. Dalam proses pemberian
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bantuan kepada masyarakat tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan sebagaimana

hasil wawancara informan berikut ini:

“Sebelum kegiatan bedah rumah dilakukan tentu ada beberapa hal yang

direncanakan dan dipersiapkan, seperti pengusulan dan penetapan lokasi

tempat kegiatan, lalu seleksi calon penerima, menyiapkan masyarakat.

Dimana kegiatan ini perlu kita lakukan sebelumnya agar nantinya tidak

ada lagi kendala saat proses pelaksanaan kegiatan ini.” *°

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebelum pelaksanaan program
bantuan terdapat beberapa persiapan kegiatan dalam proses perencanaan yang
dilakukan. Persiapan ini bertujuan agar ketika proses pelaksanaan lebih terarah
serta dapat mempertimbangkan apa saja yang diperlukan sehingga pada saat

pelaksanaan tidak ada lagi kesalahan.
1. Persiapan Kegiatan

Tahap perencanaan awal kegiatan program ini dimulai dengan
perencanaan program yang mana program ini diprioritaskan pada arahan
presiden dan menteri serta rancangan pembangunan yang telah ada sebelumnya.
Pada perencanaan pembangunan ini memperhatikan adanya ketersediaan
anggaran yang mana anggaran ini berasal dari ketentuan peraturan yang
berlaku.

Pengusulan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
berdasarkan pada penugasan Presiden, arahan atau kebijakan menteri, adanya
dukungan dari program nasional dan usulan yang ditunjukkan kepada Menteri.

Pengusulan ini paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi kabupaten,

45 Muh. Naswan. Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.
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kecamatan, jumlah unit rumah, daftar calon penerimanya. Usulan dilakukan
oleh bupati/walikota yang meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi
daftar nama calon penerima bantuan yang memperlihatkan keefektifan
pendampingan kegiatan.

Pengusulan BSPS melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan
program. Dengan demikian, proses pengusulan ini menjadi langkah awal yang
krusial dalam implementasi BSPS untuk memastikan bahwa program ini
memberikan dampak positif dan efektif bagi masyarakat yang menjadi

sasarannya, sebagaimana hasil wawancara dengan informan berikut:

“Dari pusat ada informasi terkait adanya bantuan perbaikan rumah jadi
saya diminta untuk mendata masyarakat yang dianggap mempunyai
rumah tidak layak huni, jadi saya data rumah yang memungkinkan bisa
dapat bantuan.” #6
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap
perencanaan kegiatan perbaikan rumah dalam rangka program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terdapat beberapa langkah persiapan
yang melibatkan pemberian informasi kepada kepala desa, seperti di Desa
Tanete. Beberapa poin penting dalam tahap persiapan tersebut mencakup
pemberian informasi kepada kepala Desa yang mana proses ini dimulai dengan

memberikan informasi kepada kepala desa, dalam hal ini di Desa Tanete.

Kepala desa mendata dan membuat laporan terhadap rumah-rumah yang

2023.

46 Muh. Jasman, Kepala Desa Tanete, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Tanete, 18 Agustus
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dianggap tidak layak huni, serta mencatat jumlah kebutuhan kekurangan rumah
swadaya.

Laporan data yang telah dibuat oleh kepala desa kemudian diverifikasi oleh
pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun oleh Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan. Proses verifikasi ini mencakup pengecekan seberapa
tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota, proporsi jumlah rumah tidak
layak huni terhadap jumlah total rumah, kepedulian pemerintah daerah dalam
bidang perumahan, dan adanya program prioritas dari pemerintah pusat. Hasil
verifikasi menjadi dasar untuk menentukan kabupaten/kota prioritas lokasi

pelaksanaan BSPS.

“Untuk lokasi itu sebenarnya ditetapkan dari kementerian PUPR dimana
mereka melihat dari data rumah tidak layak huni yang sudah tercatat di
sistem dan rekomendasi dari lembaga negara.” #’

Lokasi yang telah ditetapkan Menteri berdasarkan hasil verifikasi akan
ditetapkan sebagai Penetapan lokasi BSPS, lokasi untuk daerah ditetapkan oleh
menteri dan lokasi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang
mana ini berdasarkan dari lokasi yang telah ditetapkan Menteri.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses
perencanaan diperlukannya pengusulan dan penetapan lokasi sehingga setiap
daerah memberikan usulan terkait lokasi yang mana ini berdasarkan dari
laporan yang dibuat yang kemudian data ini di cocokkan dengan data calon
penerima yang sudah terdaftar di basis data e-RLTH. Hal yang diperhatikan
saat melakukan verifikasi data lokasi diprioritaskan pada data kekurangan

rumah tidak layak huni yang telah tercatat di pusat dan di fokuskan pada

47 Muh. Naswan. Tenaga Fasilisator lapangan, hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.
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rekomendasi dari lembaga tinggi negara. Namun, yang menetapkan lokasi dari
program ini berasal dari keputusan kementerian PUPR.

Penetuan lokasi bantuan telah ditentukan maka langkah selanjutnya
yang akan dilakukan dengan penyiapan calon penerima bantuan. Pada tahap ini
calon penerima akan dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh Tenaga
Fasilitator lapangan yang dibantu oleh aparat desa. Sebagaimana yang

disampaikan oleh informan:

“Setelah proses verifikasi calon penerima bantuan, selanjutnya kita
turun langsung ke lokasi untuk melihat bagaimana kesesuaian data
penerima bantuan apakah sudah benar atau tidaknya data tersebut.” 2

Hal ini pun dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Nusu selaku

penerima bantuan di Desa Tanete:

“Ya memang sebelum menerima bantuan ada orang yang datang ke sini
Bersama kepala desa periksa keadaan rumah dan kita diminta
mengumpulkan Kartu Pendududk dan Kartu Keluarga.” 4

Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa sebelum pemberian
bantuan dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan apa yang tercatat di
sistem. Validasi data dilakukan dengan memeriksa nama, domisili dan nomor
induk Kependudukan serta memastikan bahwa calon penerima belum pernah
memperoleh bantuan stimulan sebelumnya. Pihak yang bertugas yaitu pihak
Tenaga Fasilitator lapangan (TFL) untuk turun langsung ke lokasi tepatnya di

desa Tanete guna membuktikan kesesuaian syarat penerima bantuan sesuai

8 Muh. Naswan. Tenaga Fasilisator lapangan, hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023
49 Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Peruamahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara

Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.



45

dengan ketentuan yang telah disepakati. TFL merupakan tenaga
pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima
bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya
yang mempunyai tugas untuk turun langsung ke lapangan dan melapor jika

ada calon penerima yang tidak memenuhi syarat calon penerima.

Hasil laporan yang diberikan oleh TFL akan diverifikasi sehingga akan
dilakukannya penetapan lokasi serta penetapan calon penerima. Langkah ini
menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara
tepat sasaran kepada mereka yang memenuhi syarat. Pemeriksaan dan validasi
data menjadi langkah kritis untuk menjaga keadilan, transparansi, dan
efektivitas dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya. Berdasarkan Hasil verifikasi tersebut terdapat 20 orang dari 25
orang yang dilaporkan sebagai calon penerima bantuan BSPS di desa tanete
yang memenuhi Syarat sebagai penerima bantuan. Adapun 20 orang tersebut

sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Nama penerima Bantuan BSPS di desa Tanete 2022

No. | Penerima BSPS No. | Penerima BSPS
1 Hada 11 | Muslimin
2 Hapid 12 | Naria
3 Sirman 13 | Laha
4 Siwa 14 | Nusu
Tallong 15 | Langsang
6 Muin 16 | Nuri
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7 Asis 17 | Taruba
8 Junara 18 | Daharia
9 Hanija 19 | Taking
10 | Sauri 20 | Ripa

Sumber Data: Hasil Peneliti 2023, informasi dari kepala desa Tanete

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Naswan selaku Tenaga

Fasilitator:

“Ada 25 daftar nama yang dilaporkan tapi saat kita melakukan verifikasi
ada yang tidak memenuhi syarat penerima salah satunya itu karena status
kependudukan yang tidak tercatat sebagai penduduk di desa Tanete dan ada
yang tercatat telah mendapat bantuan yang serupa.” *

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dikatakan bahwa setelah dilakukannya
verifikasi data terdapat masyarakat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagai penerima bantuan yang disebabkan oleh status kependudukan yang
tercatat telah berubah menjadi kependudukan di daerah lain serta ditemukan

masyarakat yang tercata pernah mendapatkan bantuan yang serupa.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pada proses penetapan
calon penerima bantuan ini cukup baik dimana dilakukan tahap peninjauan ke
lokasi bantuan oleh pihak TFL untuk mengetahui apakah pihak penerima benar

telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan atau tidak. Sealam tahap ini

>0 Muh. Naswan, Tenaga Fasilitator lapangan, hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.
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ditemukan pihak calon penerima yang tidak memenuhi syarat mendapatkan

bantuan BSPS ini.
2. Perencanaan Kegiatan

Dalam proses pemberian bantuan, diperlukannya adanya persiapan yang
mana hal ini untuk pemberdayaan calon penerima bantuan agar siap melaksanakan
program. Penyiapan masyarakat ini dilakukan melalui pendampingan oleh TFL.
Tugas TFL yang mengacu pada pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/2018 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya tahapan perencanaan meliputi kegiatan sosialisasi atau
penyuluhan, verifikasi calon penerima, kesepakatan calon penerima BSPS, dan
identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. °* Hal ini wawacara dengan

informan:

"Sebelum kegiatan pelaksana program bantuan, kita melakukan sosialisasi ke
masyarakat, lalu menanyakan kebutuhan terkait bantuan bahannya, serta
penyusunan proposal." >2

Berdasarkan wawancara diatas, menyatakan bahwa sebelum kegiatan
dilakukan diperlukan persiapan pada masyarakat dengan melakukan beberapa
kegiatan agar calon penerima mempunyai pemahaman dan persiapan dalam proses
pelaksanaan perbaikan rumah nantinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara

berjenjang kepada masyarakat penerima bantuan BSPS. Kegiatan ini dilakukan

>1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomoe 07/PRT/M/2018 Tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,” 12.

>2 Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21

Agustus 2023.
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sebelum dan sepanjang kegiatan perbaikan rumah yang dilakukan guna
memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya calon penerima bantuan
sehingga dapat memahami program bantuan ini. Hal yang disampaikan saat
sosialisasi terkait pentingnya rumah layak huni, syarat dari rumah layak huni,
gambaran terkait bantuan BSPS, Kriteria penerima serta peran masyarakat dalam
kegiatan BSPS. Pada tahapan penyuluhan berisi pemahaman terkait bagaimana
prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan, tanggung jawab penerima, ketentuan
rumah layak huni dan lainnya. Pada kegiatan ini menggunakan metode pertemuan
langsung.

Permasalahan pada proses sosialisasi dan penyuluhan di desa Tanete,
khususnya tentang kurangnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana prosedur
kegiatan Bantuan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah
satunya karena kurang menyeluruhnya pemberian informasi terkait bantuan ini
terhadap calon penerimanya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan

informan selaku penerima Bantuan BSPS di Desa Tanete:

"Sebelum dilakukannya perbaikan rumah saya tidak ikut rapat di kantor desa
dan memang saya tidak dapat informasi terkait adanya rapat untuk
sosialisasi." >3

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Langsang selaku penerima Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya di desa Tanete:

“Terkait adanya sosialisasi di kantor desa saya tidak ikut karena kebetulan
anak juga kerja di kantor jadi saya langsung saja dikasih bantuan.” >*

>3 Junara, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
di Desa Tanete, 31 Agustus 2023

>4 Langsang, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
di Desa Tanete, 28 Agustus 2023.
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Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa proses kegiatan penyuluhan
dan sosialisasi di Desa Tanete belum terlaksana secara menyeluruh dan baik.
Beberapa calon penerima bantuan tidak mengikuti proses sosialisasi, dan hal ini
disebabkan oleh kurangnya penginformasian kepada masyarakat. Dalam konteks
ini, Tenaga Fasilitator Lapangan seharusnya memiliki ketegasan dalam
memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat penerima bantuan
terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dilakukan
secara berkelompok.

Menangani permasalahan tersebut, aparat desa mengambil langkah untuk
memberikan informasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
berupaya memberikan informasi terkait BSPS ini secara pribadi dengan
mendatangi rumah penerima bantuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan

informan:

"Terkait informasi untuk kumpul di kantor desa memang ada tetapi pada
saat itu saya tidak ikut, tapi sebelum diberikan bantuan sudah
diinformasikan secara pribadi oleh kepala desa terkait adanya bantuan
bedah rumah untuk perbaikan dinding dan atap." >°

Penyuluhan kepada masyarakat terkait bantuan ini sangat penting guna
memberikan pemahaman akan bagaimana proses kegiatan ini kedepannya serta
dapat memahami langkah yang baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
Mengingat bahwa salah satu penghambat dalam pelaksanaan kegiatan adalah
berasal dari masyarakat itu sendiri sebab kurang pahamnya terkait kegiatan

bantuan BSPS ini.

>> Hada, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di
Desa Tanete, 30 Agustus 2023.
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Pemahaman masyarakat terhadap kegiatan bantuan ini seharusnya
diberikan oleh pihak yang terkait dengan baik. Misalnya dengan pemberian
informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat,
penginformasian kepada masyarakat khususnya seluruh calon penerima bantuan
tanpa adanya pengecualian. Sehingga nantinya tidak ada lagi permasalahan serta
masyarakat dapat menilai jika dalam proses kegiatan ada kesalahan.

Dalam proses sosialisasi, TFL dan calon penerima bantuan akan
melakukan kualitas rumah calon penerima berdasarkan stuktur komponen rumah
yang mana hasil penilaian ini kemudian dijadikan dasar terkait kebutuhan bahan
perbaikan. TFL akan menanyakan terkait bahan bangunan tersebut dan jika
disetujui oleh calon penerima maka itu akan diidentifikasikan sebagai kebutuhan
perbaikan rumah swadaya yang kemudian ditandatangani oleh pihak TFL. Hal ini

sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Memang ada bahan yang sempat kami minta sama pengurusnya seperti

paku dan kayu dan itupun syukur di kasih walaupun itu kurang.” *

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak TFL telah melakukan tugasnya
dalam proses identifikasi kebutuhan perbaikan rumah dengan menanyakan
langsung kepada masyarakat terkait bahan yang diberikan saat pelaksanaan
kegiatan nantinya. Hasil verifikasi ini akan disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia yang kemudian akan dinilai oleh tim verifikasi. Adapun terkait survei

penyediaan bangunan yang dilakukan oleh KPB dan TFL yang mana mereka

> Pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di
Desa Tanete, 22 Agustus 2023.
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mencari suplemen yang yang memiliki harga terendah serta memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan negosiasi untuk menjadi suplayer.

Tahap pengusulan Proposal dilakukan oleh penerima yang didampingi oleh
TFL yang mana proposal ini terdiri atas dokumen administrasi yang berisi
pembuktian bahwa seseorang ini telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan
kemudian ada dokumen teknis yang mana ini disusun berdasarkan hasil dari
penilaian kualitas rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah yang mana
kedua dokumen ini akan dijadikan satu dan di jadikan proposal agar dapat
mendapatkan bantuan.

Permasalahan yang ditemukan yaitu kurang pahamnya masyarakat dalam
pembuatan proposal tersebut yang membuat pihak TFL yang merancang proposal

tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Banyak yang tidak paham dalam pembuatan proposal dan penggunaan
barang teknologi seperti laptop jadi kita turun langsung dalam proses
pembuatan proposal agar prosesnya lebih cepat” >

Hal ini juga dibenarkan oleh Daharia selaku penerima bantuan stimulan
perumahan swadaya di Desa Tanete:

“Terkait pembuatan laporan, saya tidak tau karena kita cuma diminta
kumpulkan KTP dan Kartu Keluarga serta ada juga surat yang diminta tanda
tangani.”®

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan pihak TFL berupaya dalam
menjalankan tugasnya untuk membantu mendampingi masyarakat dalam

pembuatan proposal karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan barang

>’Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.

>8 Daharia, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancana
di desa tanete, 21 Agustus 2023
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teknologi dan kurang akan pemahaman terkait proses pembuatan proposal
tersebut. Mereka hanya mengikuti apa yang diminta untuk dilakukan yang mana
ini bisa berdampak pada kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian di yang didapat, menunjukkan bahwa proses
perencanaan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya dapat dikatakan sudah
berjalan dengan baik. Namun, dalam proses persiapan masyarakat belum
dilakukan secara baik disebabkan masyarakat belum secara aktif mengikuti
proses sosialisasi dan penyuluhan karena proses penginformasian dengan
mengumpulkan masyarakat dalam forum dan membahas perencanaan kegiatan
secara musyawarah belum terlaksana dengan baik. Hal ini memerlukan adanya
peningkatan dalam proses sosialisasi dari pihak Fasilitator sehingga bisa
melakukan pemerataan pemberian informasi agar tidak menyebabkan

terputusnya komunikasi antara pengurus dan calon penerima.

B. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete

Kabupaten Enrekang

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang
telah disusun secara matang dan terperinci, atau dilakukan setelah persalinan perencanaan
dianggap siap. Berdasarkan hal itu ini, mengacu pada surat edaran Direktorat Jenderal
Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan
pembangunan rumah swadaya. Pelaksanaan kegiatan BSPS desa Tanete tergolong dalam
peningkatan Kualitas Rumah (PKRS) yang mana ini memperbaiki rumah layak huni

menjadi layak huni. Sebelum proses pelaksanaan pembangunan fisik, ada tahap yang
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dilakukan yaitu dilakukannya penetapan penerima bantuan, pencairan dana bantuan dan
penyaluran dana.

1. Penetapan Penerima, Pencairan, dan Penyaluran Bantuan

Penetapan penerima bantuan ini dilakukan setelah proposal yang dibuat
oleh calon penerima diterima oleh PPK dan kemudian dibuatkan surat keputusan

sebagai penerima bantuan oleh KPA.

“Setelah pembuatan proposal kemudian di berikan ke pihak yang
bertanggung jawab sehingga nantinya bisa diperiksa dan ditetapkan
sebagai penerima bantuan.” *°

Dari wawancara diatas, dikatakan bahwa setelah pemeriksaan proposal dan
tervalidasi maka akan ditetapkan sebagai penerima bantuan yang kemudian nama
penerima ini juga akan disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar untuk
pembukaan rekening atas nama penerima.

Bentuk bantuan Program BSPS adalah uang senilai Rp 17.500.000
digunakan untuk membeli material bahan bangunan dan Rp 2.500.00 untuk upah
pekerja, hal ini berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran dan Lokasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022. Pencairan dana
BSPS berbentuk uang melalui bank/pos penyalur yang mana pada program ini
bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masing-masing penerima
bantuan dibuatkan buku rekening tabungan tanpa adanya pungutan biaya atau

gratis. Penyaluran dana bantuan akan diberikan secara langsung kepada rekening

9 Muh. Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.
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penerima secara satu tahap melalui bank yang telah menjadi mitra pada kegiatan
ini. Pihak penyalur haris menyalurkan bantuan ke rekening penerima bantuan
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak SP2D.

Namun, permasalahan yang muncul saat proses pemberian buku rekening
dimana banyak masyarakat yang tidak mendapatkan buku rekening dan tidak
adanya uang pada rekening para penerima bantuan. Hal ini sebagaimana dengan

hasil wawancara dengan informan:

“Sebelum pemberian bantuan, kami sempat diminta untuk berkumpul di
kantor desa Labuku, disana kita diberikan buku rekening kosong dan tidak
ada uang yang diberikan saat itu.” ®

Hal ini sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan:

“Saya tidak pernah ikut untuk rapat di Desa Labuku untuk mengambil buku
rekening dan memang saya tidak tau terkait hal itu." 5

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Tallong selaku penerima bantuan BSPS di

desa Tanete:

“waktu itu memang sempat mengurus pembuatan buku rekening tapi saya
tidak pernah ambil buku rekening dan tidak pernah mempertanyakan
terkait buku rekening tersebut.” 62

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum penerimaan bahan
bangunan, belum adanya keterbukaan informasi kepada penerima bantuan, hal

ini karena kurangnya informasi diberikan kepada seluruh penerima untuk

60 Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Peruamahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

®1 Sauri, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

%2 Tallong, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
di Desa Tanete, 29 Agustus 2023
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berkumpul di kantor desa Labuku untuk pemberian buku rekening yang hanya
dihadiri oleh beberapa masyarakat saja, Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja
pengurus dari kegiatan ini belum dilakukan secara baik karena informasi untuk
permasalah pengambilan buku rekening belum diberikan secara merata dimana
seharusnya semua penerima bantuan tahu informasi terkait penerimaan buku
rekening.

2. Penggunaan Bantuan

Penyediaan bahan bangun dilakukan setelah penyusunan Daftar
Rancangan Penggunaan Dana Bantuan (DRPB) yang diibuat berdasarkan RAB
yang telah dibuat kegiatan ini didampingi oleh TFL. DRPB ini terdiri ats
rancangan pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah sesuai dengan
aturan yang ditetapkan. Pada tahap 1 dan 2 DRPB akan terdiri atas 50% nilai
bantuan pembelian bahan bangunan dan 50% untuk pembayaran upah kerja.
DRPB ini akan ditandatangani oleh penerima dan TFL yang kemudian diperiksa
oleh Korkab/kot, diverifikasi oleh konsultan provinsi dan disetujui oleh PPK.

Pihak KPB akan menarik atau mentransfer dana bantuan tahap 1 ke
penyedia bahan bangunan setelah kontrak terjalin dengan toko penyedia bahan
bangunan maka toko penyedia akan mengirimkan bahan bangunan ke tempat kerja
sama dalam 2 tahap, pada tahap 1 akan mengirimkan bahan tahap 1 sebesar 50%
dilakukan paling lambat 7 hari sejak DPRB diterima. Pada tahap 2 dilakukan
apabila pelaksanaan fisik mencapai paling sedikit 30%. Namun, toko penyedia
barang dapat langsung mengirim semua bahan bangunan sekaligus dalam rangka
percepatan dan kemudahan pengiriman, hal ini berdasarkan kesepakatan dengan

KPB namun pembayaran tetap melakukan dua tahap terbagi atas 50% setiap tahap
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dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. pembayaran akan dilakukan dengan
transfer uang dari rekening penerima ke rekening toko penyedia bahan bangunan
setelah bahan dikirimkan.

Dalam penerimaan bahan banguan, penerima akan didampingi oleh TFL
untuk memeriksa jenis, jumlah dan Kualitas bahan bangunan untuk memastikan
kualitas bahan bagunan apakah sudah sesuai dengan pesanan dalam DRPB. Jika
telah diterima maka penerima bantuan akan menandatangani tanda terima
pengiriman bahan bangunan. Jika ada ketidaksesuaian maka KPB dan TFL akan
berkoordinasi dengan toko penyedia bahan bangunan untuk meminta pergantian.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Untuk pemberian uang langsung diberikan kepenerima bantuan lalu bahan
banguna akan Ingsung dibawakan ke rumah masing-masing.” %3

Permasalah muncul terkait pencairan uang dan pengiriman barang dimana
seharusnya adanya pemberian uang untuk upah yang mana seharusnya pada tahap
pertama penerima akan dibagikan uang sebanyak Rp.l. 250.000 sesuai dengan
aturan untuk biaya 50% akan diberikan dahulu kemudian sisanya akan dicairkan
setelah progres pembangunan/Rehab rumah mencapai 100% atau setelah
dikerjakan. Terkait bahan banguna pihak penerima bantuan tidak tahu harga serta
jumlah barang yang akan di berikan oleh pihak penyedia. Hal ini sebagaimana

yang disampaikan oleh informan:

%3 Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.
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“..kita langsung saja di kasih 2.5 juta untuk upah tukang saat proses
pelaksanaan pembangunan rumah dilakukan dan terkait bahan bangunan kita
tidak diberitahukan terkait harga bahan yang dikasih.” %

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Sunarti selaku penerima bantuan:

“Kami cuma dikasih uang tukang sebesar 2.5 juta dan untuk atapnya bisa
dilihat sendiri, atapnya berkualitas rendah atau bisa dibilang tidak ada lagi
dibawabh jenis atap ini, untuk masalah kayu memang ada beberapa diberikan
tetapi banyak kurang jadi kita yang tambahi.” ®°

Hasil wawancara dengan ibu Tina:

“... Ada atap yang diberikan tapi sedikit, ada juga pasir, semen dan kayu 2
3 2966
m-.

Hasil wawancara dengan ibu Pasa:

“... Kami tidak diberitahukan terkait harga bahan bangunan yang diberikan
dan kami berapa besaran harga barang apakah sudah sudah sesuai atau tidak
karena langsung barang saja yang diberikan tanpa adanya nota. Terkait
kesesuaian bahan memang ada bahan yang kami minta yang diberikan. Saat
pertengahan pengerjaan kami kekurangan bahan jadi kami minta tapi katanya
sudah tidak ada uang lagi untuk pembelian bahan bangunan.” ®’

Hasil wawancara dengan Hada:

(13

.. untuk bahan bagunan saya di berikan seng, dan paku tapi itu banyak
kekurangan jadi saya yang tambahan kekurangannya. Untuk proses
penyaluran bahan bangunan ini saya merasa curiga adanya kecurangan karena
jika saya menghitung harga bahan yang diberikan dengan jumlah uang untuk
pembelian bahan itu tidak sesuai. Bahan yang diberikan hanya sekitar
setengah dari jumlah uang yang diberikan. Kita hitung saja, bahan yang

64 Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Peruamahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

85 Sunarti, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 28 Agustus 2023

® Tina, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 22 Agustus 2023.
%7 pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di

Desa Tanete, 22 Agustus 2023.
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dikasih dengan uang untuk pembelian bahan yang sebesar tujuh belas juta
lebih tapi yang saya kira bahan ini hanya sekitar delapan jutaan atau mungkin
kurang dari itu.” ©

Hasil wawancara dari pihak penerima bantuan diatas mengungkapkan bahwa
masyarakat tidak tahu menahu terkait harga bahan bangunan yang diberikan dan
bahan yang diberikan dapat dikatakan sangat sedikit atau tidak memenuhi dari
setengah apa yang diperlukan, Bahkan bahan yang diberikan merupakan bahan
dengan kualitas yang rendah.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat diketahui bahwasanya kualitas dan
pembelian bahan bangunan belum berjalan optimal, hal ini terjadi karena tidak
adanya keterbukaan informasi terkait harga bahan yang diberikan padahal ini
merupakan hak dari para penerima bantuan untuk memngetahui harga bahan yang
berisikan, pihak yang terkait seharusnya menjelaskan kepada penerima bantuan
mengenai harga bahan, sumber dana, dan pengelolaan keuangan program.
Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa masyarakat memahami
secara utuh mekanisme dan kebijakan yang terkait dengan program. Pada Proses
ini perlu untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait harga bahan
bangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan
transparan kepada penerima bantuan mengenai daftar harga bahan yang diberikan.
Tanpa ketidakterbukaan tersebut yang membuat adanya spekulasi negatif dari

pihak penerima kepada pengurus program bantuan ini.

%8 Hada, Peneriman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
di Desa Tanete, 30 Agustus 2023.
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3. Pekerjaan Fisik Rumah

Pada pelaksanaan fisik dimulai saat bahan bangunan telah diberikan ke
penerima masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaan ini penerima akan menunjuk
tukang atau pekerja namun jika penerima bantuan yang memiliki keterampilan
bertukang dapat mengerjakan rumahnya sendiri. pemilihan pekerja akan
didampingi oleh TFL dan Korkab/kot untuk memastikan kesiapan pekerja dan
melakukan pembekalan tentang kualitas rumah dan teknik konstruksi agar dapat
melakukan pekerjaan konstruksi ini sesuai dengan kaidah konstruksi dan
rancangan teknik yang telah disusun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan

informan:

“Sebelum perbaikan rumah, kita memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada tukang atau penerima bantuan terkait bagaimana dan seperti apa
pembangunan rumah yang telah ditetapkan.” ®°

Beberapa penerima bantuan di desa Tanete merupakan tukang sehingga
mereka yang mengerjakan rumah mereka dan menjadi tukang untuk penerima
lainnya. Permasalahan terjadi saat proses pengerjaan rumah dimana masih banyak
yang belum paham terkait bagaimana prosedur perbaikan rumah yang telah

ditetapkan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara informan:

“Kebetulan saya tukang jadi saya yang kerja ini rumah dan Untuk perbaikan

rumah saya cuma tahu bahwa bantuan ini untuk perbaikan dinding dan atap.”
70

Hasil wawancara dengan Junara:

89 Muh. Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21
Agustus 2023.

7% Hada, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di
Desa Tanete, 30 Agustus 2023
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“Soal ini saya tidak terlalu paham tapi saya diminta agar cepat-cepat perbaiki
atap dan dinding.” "

Hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa pihak penerima belum
memahami terkait bagaimana prosedur dan ketentuan rumah layak huni yang
dimaksudkan pada bantuan stimulan perumahan swadaya ini Sehingga
menyebabkan permasalahan saat proses perbaikan kualitas rumah.

Dalam tahap ini akan dilakukan pengawasan guna menjamin kelancaran
kegiatan. Pada tahap penerima bantuan akan saling mengawasi untuk proses
pengerjaan fisik rumah dan TFL akan melakukan pendampingan serta melakukan
pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh rumah penerima bantuan. Hal ini

sebagaimana hasil wawancara dengan informan:

“Selama pengerjaan bedah rumah, saya dan dari bank mendatangi lokasi
untuk melihat proses pembangunan, tahap yang sangat kita perlukan itu
terdapat tiga waktu yaitu saat proses pengerjaan masih 30%, 50% dan
100% yang mana ini nantinya kita masukkan ke dalam laporan akhir.” 2

Namun beberapa dari pihak penerima merasa bahwasanya pada tahap ini
tidak ada yang datang untuk memeriksa bahkan mengawasi selama proses

perbaikan rumah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan informan:

(13

Saat pelaksanaan perbaikan rumah tidak ada yang datang

mengawasi.” 3

Hasil wawancara dengan Junara:

71 Junara, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara

di desa Tanete, 31 Agustus 2023.

2Muh.Naswan, Tenaga Fasilisator Lapangan, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Ongko, 21

Agustus 2023.

73 Sunarti, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, hasil Wawancara

Penelitian di Desa Tanete, 28 Agustus 2023
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“Saya tidak tahu apakah ada yang datang memeriksa atau mengawasi tapi
kepala desa beberapa kali meminta agar dinding rumah cepat-cepat
dipasang karena ada yang mau datang memeriksa tapi tidak ada yang
datang.”

Hasil wawancara dengan Langsang:

“Saya tidak tahu karena yang urus ini temannya jadi mungkin datang atau
langsung saja difotokan lalu dikirimkan.” "

Dari wawancara diatas, beberapa pihak penerima merasa bahwa pihak TFL
selaku pendamping kegiatan tidak datang ke lokasi selama proses pelaksanaan
untuk mengawasi. Pengawasan dalam kegiatan ini sangat diperlukan guna
memastikan ketepatan waktu pelaksanaan dan kualitas konstruksi rumah agar
memenuhi standar rumah layak huni. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara
berkala melalui dokumentasi. disamping adanya pendapat masyarakat terkait hal
ini beberapa masyarakat merasa bahwa pihak TFL datang untuk memeriksa

pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah.

Hasil wawancara dengan Pasa:

“Saat pengerjaan rumah memang ada dari pihak pengurus program ini yang
datang sekitar dua sampai tiga kali.” "

Hasil wawancara dengan Nusu:

74 Junara, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
di desa Tanete, 31 Agustus 2023.

’5Langsang, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil
Wawancara di Desa Tanete, 28 Agustus 2023.

78pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di
Desa Tanete, 22 Agustus 2023.
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“Kalau tidak salah saat pengerrjaan ada yang datang untuk foto-foto sekitar
dua kali.” 7’

Hasil wawancara dengan Sauri:

“... Saat pengerjaan rumah ada dari pihak desa biasa datang untuk melihat-
lihat dan foto rumah.” "

Berdasarkan dari wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa TFL
memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan dengan cara
berkunjung beberapa kali ke lokasi guna mengawasi proses perbaikan rumah bagi
penerima bantuan. Apabila tidak ada kehadiran TFL, tanggung jawab ini dilakukan
oleh pihak desa yang akan memeriksa dan mengawasi pelaksanaan perbaikan

rumah tersebut.

Dalam pelaksanaan program bantuan penting adanya pertanggungjawaban,
terutama terkait pembayaran upah pekerja dan pelaporan kegiatan. Pada tahap ini,
para penerima bantuan akan memberikan upah kepada pekerja melalui slip
penarikan dana atau bukti transfer dana, yang kemudian diakui melalui kuitansi
sesuai format yang telah ditetapkan. Selama proses pengerjaan rumah, para
penerima bantuan akan didampingi oleh TFL wuntuk menyusun laporan
penggunaan dana pada tahap 1 dan tahap 2, mencakup proses pengerjaan rumah
pada tahap 30% dan 100% pengerjaan. Hasil laporan ini kemudian disampaikan
kepada PPK. Namun, permasalahan yang muncul adalah pada tahap pembuatan

laporan, masyarakat kembali tidak mengetahui proses pembuatannya. Oleh karena

’"Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Peruamahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

78Sauri, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.
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itu, pembuatan laporan ini dilakukan oleh pihak TFL atau pihak yang terlibat

langsung dalam pelaksanaan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pembangunan belum dilakukan secara optimal. Beberapa prosedur tidak
dijalankan dengan baik, dan proses pemberian bantuan tidak memperhatikan
kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan program ini adalah membantu
meningkatkan kualitas rumah masyarakat, pelaksanaannya justru menimbulkan
kesulitan karena kualitas bahan bangunan yang kurang dan buruk. Selain itu,
terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan, di mana para pihak terkait
hanya hadir untuk melihat pelaksanaan, dan informasi tentang kedatangan mereka
hanya diketahui oleh beberapa calon penerima bantuan saja. Hal ini menunjukkan
adanya kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi, yang dapat berdampak

negatif pada transparansi dan efektivitas program bantuan tersebut.

4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan BSPS yang dilakukan perlu adanya evaluasi. Yang
bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan serta memberikan rekomendasi
peningkatan kualitas penyelenggaraan BSPS. Evaluasi adalah serangkaian
kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rancangan dan standar yang telah ditetapkan. Input merupakan
masukan yang perlu untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks program BSPS
masukan mengacu pada berbagai jenis sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan. Input berupa bantuan dasar operasional program dan

berperan dalam memberikan kebutuhan pada. Dalam suatu kebijakan
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diperlukannya sumber daya. Ketersediaan sumber daya sangat diperlukan guna
pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud lama
kegiatan ini dapat berupa manusia, uang, sarana/prasarana. Diketahui bahwa
anggaran yang dipersiapkan dalam program BSPS di desa tanete yang termasuk
dalam daerah regular diluar papua mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000,00
juta rupiah. Pada pelaksanaan BSPS di desa ini sumber daya yang ada belum

memadai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan informan:

“Ketika pembangunan rumah, saya mengerjakan rumah sendiri tanpa ada
bantuan penerima yang lain dan masalah dana yang diberikan yah seadanya
saja.”

Hasil wawancara dengan informan:

“Dalam hal pembangunan, bahan bangunan yang diberikan kurang dan
kualitasnya buruk lalu pas bangun rumah hanya saya yang dibantu dengan
keluarga yang bikin.”"

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa sumber daya yang diberikan
kepada calon penerima dikatakan buruk serta tidak memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam perbaikan rumah serta dalam proses pembangunan rumah
seharusnya untuk meningkatkan dan dilakukan secara gotong royong oleh sesama
penerima tetapi mereka memilih untuk melakukannya secara individu.
Berdasarkan hal ini input dalam evaluasi dapat dikatakan

Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan dimana suatu kebijakan
menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada
pelaksanaan BSPS output merupakan hasil langsung dari implementasi program

tersebut. Hal ini mencakup semu hasil konkret yang dapat diukur sebagai dampak

79 Amin, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di
Desa Tanete, 22 Agustus 2023.
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partisipasi penerima manfaat. Indicator dalam output itu sendiri dapat berupa tepat

sasaran atau tidaknya penerima bantuan itu sendiri.

“Pelaksanaan menurut saya sudah tepat, karena telah diberikan kepada
masyarakat yang membutuhkan.”®

Hasil wawancara dengan informan:

“Menurut saya, pemberian bantuan ini sudah tepat karena saya merasa
pantas untuk diberikan bantuan rumah ini.”%!

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan bantuan ini
dinilai telah tepat sasaran. Dan telah memenuhi hasil dari apa yang diharapkan
untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bantuan ini. Namun
demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap
pelaksanaan program BSPS untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tetap
relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Selain itu, upaya-upaya
perbaikan juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak
positif dari program tersebut. Dengan demikian, program BSPS dapat terus

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Outcome atau dampak merujuk pada hasil jangka Panjang atau dampak yang
diharapkan pada implementasi terhadap penerima manfaat dan masyarakat secara
keseluruhan dengan tujuan kebijakan. Untuk dikembangkan indikator, apakah ada

perubahan pada target pelaksana kegiatan bantuan BSPS, pada bagian ini akan

80 Nurung, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
di Desa Tanete, 28 Agustus 2023.

81 pasa, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara di
Desa Tanete, 22 Agustus 2023.
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jelaskan apakah setelah menerima bantuan ada perubahan pada rumah sesuai

dengan yang diterapkan. Hasil wawancara dengan penerima bantuan:

“Yah tentu ada berubah dari segi bentuk rumah setelah mendapatkan
bantuan walaupun itu masih kurang bantuannya.””%?

Hasil wawancara dengan informan:

“Yah, saya terbantu dengan bantuan ini dalam pembangunan rumah yang
lebih baik.”®?

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat kesimpulan bahwa penerima
bantuan merasa terbantu oleh program BSPS dalam meningkatkan kualitas rumah
mereka. Mereka mengalami peningkatan akses terhadap bantuan yang telah
disediakan, yang berkontribusi pada perbaikan kondisi rumah mereka. Meskipun
demikian, masih ada hambatan dalam mencapai dampak yang diinginkan dari

program tersebut. Hal ini sebagaimana informasi informan:

“Kebanyakan masyarkat yang mendapatkan bantuan hanya mengharapkan
bantuan yang diberikan tanpa ada inisiatif untuk meningkatkan kualitas
rumah sendiri dengan dana pribadi sendiri padahal bantuan ini hanya untuk
membantu peningkatan kualitas rumah bukan untuk membangun rumah.
Pada bagian ini dapat dikatakan tujuan program tidak tercapai.”®*

Hasil wawancara diatas, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa
bantuan ini untuk memperbaiki rumah secara keseluruhan bukan untuk membantu

peningkatan kualitas rumah yang dikatakan tujuan tidak tercapai karena

82 Nusu, Penerima Bantuan Stimulan Peruamahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancara
Penelitian di Desa Tanete, 29 Agustus 2023.

8 Daharia, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete, Hasil Wawancana
di desa tanete, 21 Agustus 2023
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pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pada penerima
bantuan dalam peningkatan keterampilan untuk mengatasi tantangan ekonomi.
Pada dasarnya evaluasi pada outcome BSPS penting untuk menilai efektivitas
program dalam mencapai tujuan-tujuannya dan memberikan manfaat yang

signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa evaluasi dalam mencapai
tujuan program dalam membantu meningkatkan kualitas rumah telah dilakukan
dengan cukup baik dimana beberapa penerima bantuan merasa terbantu dengan
adanya bantuan ini, pada pengelolaan dana bantuan masyarakat tidak terlalu
mengetahui karena mereka langsung diberikan dana berupa bahan bangunan yang
mana dianggap kurang kualitas dan banyaknya kekurangan akan kualitas bahan
bangunan. Bantuan ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat karena membantu untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak

huni menjadi layak huni.

C. Perspektif Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tanete Kabupaten Enrekang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Figih siyasah
merupakan ilmu tata negara Islam atau konsep ilmu politik. Secara spesifik Islam
membahas terkait bagaimana asal usul peraturan yang mementingkan umat manusia
yang sejalan dengan syariat ajaran agama islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia.

Tujuan pemerintahan berdasarkan perspektif Figih siyasah adalah untuk

meningkatkan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan rumah layak
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huni yang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Untuk mencapai sasaran tersebut,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Pemberian Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam konteks penyelenggaraan negara hukum
menurut Islam, Pelaksanaan kebijakan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip
figih siyasah. Beberapa prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Kedaulatan
Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu kedaulatan yang mutlak
dan sah, diakui sebagai milik Allah. Kedaulatan itu dipraktekkan dan
diamanakahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan
tidak dapat dipisahkan dari konsep kenegaraan dimana tanpa kedaulatan
makan tidak akan adanya substansi atau esensi yang memberinya kehidupan.

Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran surah Yusuf/12: 40
B 43d e O3S LI xl\uj&ijégwurgujﬁ\ukudu NI
B S 85 3T S et 03alis ¥ 00 52T 5505 2 500 a3

4

Terjemahannya:

“Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala)
yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan
suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu.
Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama
yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” %

8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, n.d., 332.
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Dari ayat diatas, jelas bahwa kedaulatan yang sepenuhnya mutlak dan
sah adalah milik Allah SWT, dan hanya Allah yang memiliki wewenang untuk
membuat keputusan. Kedaulatan ini kemudian dipercayakan kepada manusia
sebagai khalifah. Kedaulatan ini dapat diinterpretasikan sebagai syariah, yang
berfungsi sebagai sumber hukum dan konstitusi ideal yang tidak boleh
dilanggar. Masyarakat diberikan kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri,

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Syariah.

2. Keadilan

Keadilan meruapakan suatu norma kehidupan yang didambakan oleh
setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Keadilan suatu ciri
utama dalam hukum islam yang harus diterapkan dalam segala bidang atau
praktek keagamaan. Keadilan harus dijalankan dengan penuh integritas
karena prinsip ini penting dalam mencapai keseimbangan kehidupan manusia.
Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya
penguasa, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa. 8 pada dasarnya
semua manusia memiliki derajat yang sama satu sama lain yang
membedakannya hanya tingkat kemaslahatan. berdasarkan penjelasan ini
dapat di analisis bahwa semua orang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia
Berhak untuk memiliki rumah layak huni dan mendapatkan bantuan bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Fenomena yang ditemukan peneliti

bahwa seringkali terdapat ketidakadilan dalam proses pemberian bantuan

8 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia
(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 38.
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yang diberikan kepada masyarakat. Berlaku adil salah satunya ditekankan

dalam surah Q.S. an-Nisa/4:58:

2 Jasdly 3a&E 1l o 2as g sl ) oW 3 TS i e b
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Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58).” &

Ayat diatas menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada
yang berhak dan berlaku adil terhadap hukum atau kebijakan yang ada. Tujuan
dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk melindungi dan mewujudkan
kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun dalam masyarakat.
Berlaku adil menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin dalam merumuskan
kebijakan. Oleh karena itu, perumusan peraturan atau kebijakan harus
didasarkan pada prinsip keadilan dengan menempatkan setiap anggota
masyarakat pada posisi yang sama haknya dalam menerima bantuan.

3. Musyawarah dan Ijma

Musyawarah merupakan prinsip yang amat penting dalam negara
demokrasi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa suatu kebijakan hukum harus
berasal dari keinginan masyarakat. Syura dan Ijma merupakan proses

pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan

87 Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan,” hal. 118.
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melalui konsensus dan konsultasi dari semua pihak. Artinya pada prinsip ini
memberikan hak-hak yang mendasar kepada masyarakat agar dapat
membangun keinginan serta memberikan legitimasi yang kuat pada rancangan
hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Kepemimpinan pemimpin dari suatu kegiatan harus ditegakkan yang
didasarkan pada persetujuan masyarakat dengan dilakukan secara adil, jujur
serta amanah. Sebuah pemerintahan tanpa Musyawarah dan Ijma akan
menyebabkan pemerintahan yang otoritas yang mana ini tidak sesuai dengan
prinsip Islam. Prinsip Musyawarah Dan Ijma dapat dilihat dalam Q.S. Ali-
Imran/3:159:

§ Vo (S LA badn B 58 cup 56 291 HAETIN
Terjemahannya:

“.. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan
(penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang bertawakal (Ali 'Imran/3:159).” 8

Dari ayat diatas menggambarkan bahwasanya musyawarah dijadikan
sebagai salah satu dasar ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat
dan berpolitik. Islam menempatkan musyawarah pada posisi yang sangat
strategis ke dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks penyaluran
bantuan, untuk terciptanya kemaslahatan bersama seluruh masyarakat
seharusnya diberi keterbukaan informasi serta mempertanyakan pendapat

masyarakat terkait pemberian bantuan ini dengan dilakukan musyawarah.

8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 95.
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4. Persamaan

Prinsip persamaan menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu
kegiatan, individu harus ditempatkan pada derajat yang sama antara satu
dengan yang lainnya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa
adanya perbedaan. Prinsip Persamaan yang ditekankan dalam agama Islam
bertujuan untuk menjaga kebersamaan, persatuan, dan melarang perpecahan
di antara mereka. Prinsip persamaan pada dasarnya tercermin dalam Surah Al-

Hujurat/49:10:
& 1+ e opast STl d 1,8 1K i 1Al B O3t B B
Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu diranmati (Al-Hujurat/49:10).” 8°

Ayat di atas menegaskan bahwa jika semua orang dianggap sebagai
saudara sejati, hal ini menegaskan bahwa manusia mempunyai kesatuan dan
kesamaan derajat yang sama. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap
manusia, termasuk yang tidak beriman, diwajibkan untuk berdamai jika terjadi
konflik di antara mereka, terlebih jika melibatkan banyak orang. Prinsip ini
relevan dalam konteks pelaksanaan peraturan bantuan, di mana hak-hak rakyat
harus diberikan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip persamaan pada dasarnya
mengajarkan pentingnya kerjasama, tolong-menolong dalam kebijakan, dan

ketakwaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk saling mendukung dan

8 Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan,” 754.
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membantu satu sama lain guna mencapai kebaikan tanpa memandang
perbedaan.
5. Hak dan kewajiban Negara dan Rakyat

Seluruh warga negara memperoleh adanya jaminan atas hak-hak dasar
tertentu. Semua hak warga negara perlu dilindungi, hak manusia dalam Al-
quran telah dijabarkan seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, kebebasan
beragama, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak kebebasan beragama,
dan hak lainnya. Al-quran membuat nilai-nilai universal dan komprehensif
yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan tetapi juga antar
manusia. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat pada dasarnya

tercermin dalam Q.S. al- Maidah ayat/5:59:

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara
kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu)
dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”%

Ayat diatas menekankan untuk menetapkan hukum dengan adil,
sehingga nantinya dapat menaati pada penetap hukum Ayat ini memberikan
perintah kepada kaum muslim agar menaati putusan hukum yang ada, yang

mana secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Kita diminta untuk

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 143-44.
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menaati pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang telah dipercayakan
untuk menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat sesuai
dengan ketentuan syariat yang ada. Jika pelaksanaan telah melenceng dari apa
yang ditetapkan sesuai syariat maka tidak wajib untuk melakukannya bahkan

dapat menentangnya.

6. Amar ma'ruf nahi munkar.

Prinsip sebagai mekanisme check (Pengawasan) dan balancing
(keseimbangan) dalam sistem politik islam. Sistem ini dilaksanakan melalui
suatu lembaga. Seorang pemimpin dalam islam dianggap sosok yang tidak
dapat melakukan kesalahan sehingga kritik dan saran terhadapnya adalah suatu
hal yang wajar dan dapat diterima. Prinsip ini tercermin pada Q.S. Ali

Imran/3:104:
) o> JJ)‘%;{MJ‘ o 0355 DAy oAb A ) oppl i 2K 1Ky

5.—

GETHUCRPER

Terjemahannya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang
mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” %

Ayat diatas menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pemerintah

yang memiliki kekuasaan atas nama rakyat adalah suatu kewajiban hukum.

Tugas pokok dari lembaga ini adalah mengajak kepada kebajikan, kebenaran,

serta mencegah kemungkaran

91 Kementerian Agama RI, “4/-Qur'an Dan Terjemahan,” 84.
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Dapat dikatakan, sistem pemerintahan dalam Islam senantiasa memiliki
tujuan untuk mewujudkan magqashid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat), demi
kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Dengan kata lain, demi terjaganya agama dan
terwujudnya tata-atur dunia yang berkeadilan dan ber kemaslahatan
(GARLLL 3345 5a), Oleh Karena itu, undang-undang, peraturan serta kebijakan-
kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan umat
manusia. %2

Keberadaan negara dalam pandangan Islam sejatinya adalah sebagai sebuah
sarana untuk mencapai tujuan (wasilah) yakni kemaslahatan masyarakat. Negara
selaku fasilitator memiliki otoritas dalam menentukan kemaslahatan yang hendak
dicapai. Untuk mencapai tujuan kemaslahatan tersebut direfleksikan melalui
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, para pemangku otoritas harus mampu menghasilkan produk yang
akan memberikan banyak manfaat pada masyarakat, termasuk dengan melahirkan
produk hukum yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan berkualitas serta dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan peneliti di lapangan,
maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep figih siyasah yang di dalamnya
membahas mengenai awal mula munculnya aturan kepentingan umat manusia yang
pada umumnya dilakukan negara sejalan pada ajaran agama islam guna mencapai
kemaslahatan umat manusia yang menjelaskan kebijakan hukum yang dibuat sesuai
dengan ketentuan Syariat Islam seperti yang telah dijabarkan yaitu berpedoman pada
prinsip dalam Islam. Dapat dikatakan bahwa, prinsip-prinsip tersebut telah
diimplementasikan dengan belum cukup optimal dalam proses Pelaksanaan Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Tanete, Kabupaten Enrekang.

92K H. Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 59.
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Beberapa alasan maupun pertimbangan yang mendasari justifikasi tersebut
yaitu Pertama, perencanaan kegiatan program bantuan swadaya di Tanete dilakukan
dengan mengikuti arahan yang diberikan yaitu dengan mulai melakukan persiapan
kegiatan dan perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat
serta mencegah kerugian (mafsadat). Sebab Analisis Kebutuhan dilakukan dengan
melihat prioritas kebutuhan masyarakat serta agar Program bantuan dapat sesuai
dengan apa yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
meningkatkan nilai-nilai kesusilaan, Hak Asasi Manusia, dan hal lainnya yang menjadi
parameter. Kedua, dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
di Desa Tanete memang melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi tidak secara
menyeluruh, sehingga prinsip musyawarah belum berjalan dengan baik. Diketahui
bahwa musyawarah memiliki tujuan agar keputusan kebijakan yang dibuat dapat
selaras dengan keinginan masyarakat, bukan semata karena kehendak pemegang
kekuasaan. Ketiga, dalam konteks penerapan Prinsip-Prinsip, pada saat pelaksanaan
proses pemberian bantuan belum dilakukan secara merata dan tidak sesuai dengan
pemenuhan bahan yang diarahkan. Terdapat ketidaksesuaian antara bantuan yang
diberikan dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Selain itu, masih terlihat
ketidakmerataan dan ketidaksetaraan antar penerima, di mana ada yang membangun

rumah sendiri tanpa berpartisipasi dalam proses pelaksanaan bantuan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa
kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan program bantuan Stimulan di Desa Tanete, yang meliputi
persiapan kegiatan dan perencanaan kegiatan, sejatinya dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan. Meski demikian,
kegiatan ini masih menunjukkan adanya sejumlah kesalahan yang disebabkan
oleh minimnya pemberian informasi dan kurangnya komunikasi antara
penerima bantuan dan pengurus kegiatan.

2. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan di Tanete melibatkan
beberapa tindakan, namun setiap tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya
sesuai dengan prosedur kegiatan. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa
mempertimbangkan kesesuaian dan manfaatnya bagi masyarakat dalam
pelaksanaan kurang terbukanya informasi mengenai materi yang diberikan
kepada masyarakat, dan kurang pemahaman para pekerja terkait ketentuan
rumah layak huni. Hal-hal ini dapat berdampak pada pencapaian tujuan
program dalam mewujudkan perumahan yang layak dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

3. Perspektif Figih siyasah terhadap pelaksanaan program bantuan stimulan
perumahan swadaya di Tanete, yang merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018,
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dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum optimal. Banyak
proses pelaksanaan, terutama dalam pemberian dan pengambilan keputusan,
belum melibatkan prinsip musyawarah secara optimal. Terdapat kurangnya
keterbukaan informasi dan pemberian barang yang berkualitas sesuai aturan
yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.
Tugas pelaksana program adalah memberikan pelayanan yang sesuai dan
memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat guna menciptakan

kesejahteraan yang diharapkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya di desa Tanete, maka peneliti mengajukan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

3.

Dilakukannya sosialisasi yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat tentang
konsep dari program BSPS agar tidak terjadinya kesalahan dalam
pembangunan

Diharapkan kepada Tim pelaksana kegiatan untuk lebih dapat menyalurkan
komunikasi dan informasi kepada masyarakat dengan lebih baik untuk dapat
menghasilkan suatu proses pelaksanaan yang lebih baik.

Terkait Sumber Daya Manusia pengelolaan Program BSPS seharusnya
dilakukan pelatihan khusus kepada masyarakat khususnya calon penerima
bantuan sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak menyerahkan semua

kepada pengurus.
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 81132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 81100, website: www iainpare ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2148/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023
Lamp.: -
Hal : Permohonan l1zin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Enrekang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswal Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sabar Winda
Tempat/ Tgl. Lahir : Maroangin, 10 Mei 2001
NIM : 18.2600.013

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan limu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Semester : VIl (Delapan)
Alamat : JL. poros bolli No. 3 Sabbang, Kec. Maiwa, Kab.
Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Enrekang dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete,
Kabupaten Enrekang (Perspektif Figih Siyasah)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

D Rahrnawatl S Ag.. M.Ag X
%.’mmfn 9760901 200604 2 001
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
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PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU JI
JL Jend. Sudlrman, Km 3 Pinang Telp /Fax (042021079 _ 'l

SURAT KETERANGAN PENELITIAN )l

Nomor: 73.16/455/DPMPTSP/ENR/IP/VI1/2023

Berdasarkan Peraluran Bupali Enrekang nomor 73 Tahun 2022 lentang Perubohan Atas ||
Peraturan Bupali Entekang Nomor 159 Tahun 2021 lentang Pendelegasian Wewenang »
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Petizinan kepada Kepola Dinas I
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinlu Kabupalen Enrekang. maka »

dengan ini memberikan Sural Kelerangan Penelilian kepada : [I
SABAR WINDA ’“
Nomor Induk Mahasiswa 1 19.2600.013 ’“
Program Studi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM »
TATA NEGARA (SIYASAH) 1|
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Pll
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWI '
Alamal Penelifi : JLN. POROS BOLLI NO 3 SABBANG KEC. ||
MAIWA b
Lokasi Penelitian : DESA TANETE KECAMATAN MAIWA ’ll
KABUPATEN ENREKANG ll
Anggola/Pengikut sill= b
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka PENYUSUNAN SKRIPSI ’ll
Lamanya Penelitian : 2023-07-31 s/d 2023-08-31 "I
Dengan ketentuan sebagai berikut : 'll
l. Menoali semua peraturon perundang-undangan yang bericku. serfa
menghormati Adat Istiadal selempal. ll
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan. »
3. Surat lzin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata ‘|
tidak mentaati ketentuan-ketentuon lersebut diatas. >|l
Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. N
Ditetapkan di : Enrekang Jl
01/08/2023 10:43:22 ‘I
KEPALA DINAS, b
(
|
|
Pangkat: Pembina Tk ll
NIP. 19750528 200212 1 005 ’
Tembuwan repoda Yih : JI
1. Bupati Enrekang sebogal kaporon
2. Fepalo Bakesbongpol Kab, Enekang ll
1. Desafturah/Camat fempat menekt! }
Dokumen inl merupckon dokumen yong woh doan tdak memeriukon fonda fongon serta cop ll
basah dikarenakan lelah ditandatangani secora dighol menggunokan sertfat eiertrionk yong ’
atertrtkan oleh Badan Penghojon dan Penerapan Teknologs Jl
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Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitain

PEMERINTAN KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA TANETE

SURAT KETERANGAN
Nomor :6] /DT /X1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanete ,Kecamatan Maiwa Kabupaten
I'nrekang,

Dengan ini meneranghan bahwa:

Nama : SABAR WINDA

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan :+ Mahasiswa (S1) Institit Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Julan Poros Bolli ( Mangkawani )

Bahwa yang bersangkutan Benar Telah Melakukan Kegiatan Penelitian Pada Kantor Desa
Tanete Dengan Judul “PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI DESA TANETEKABUPATEN ENREKANG ( PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH ) Yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli 2023 s/d 31 Agustus 2023.

Demikian  surat  keterangan  ini di berikan kepada yang bersangkutan, untuk  di
pergunakan scbagaimana mestinya,
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Lampiran 5. Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Muh. Naswan
selaku Tenaga Fasilsator Lapangan

OPPO Al6k

Wawancara dengan bapak Muh. Jasman
selaku kepala desa Tanete

Wawancara dengan bapak Nusu selaku
penerima BSPS di desa Tanete
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OPPO Al6K

XMl

Wawancara dengan ibu Hada selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara dengan ibu Pasa selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara dengan ibu Daharia selaku
penerima BSPS di desa Tanete



Wawancara dengan Tallong selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara dengan ibu Sunarti selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara dengan ibu Tina selaku
penerima BSPS di desa Tanete
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Wawancara dengan Langsang selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara dengan ibu Sauri selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara ibu Junara dengan selaku
penerima BSPS di desa Tanete

XV



Wawancara dengan bapak Nurung
selaku penerima BSPS di desa Tanete

Wawancara dengan bapak Muin selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Tabur

Buku Rekening yang Diberikan ke penerima BSPS
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OPRGIATEK

XVII

Rumah bapak Nusu selaku penerima
BSPS di Desa tanete

Rumah bapak Langsang selaku penerima
BSPS di desa Tanete

Rumah Bapak Sirman/ ibu Tina selaku
penerima bantuan BSPS di desa Tanete

Rumah bapak Tallong selaku penerima
bantuan BSPS di desa Tanete
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XVIII

Rumah ibu Daharia selaku penerima
BSPS di desa Tanete

Rumah ibu Sauri selaku penerima BSPS
di desa Tanete

Rumah bapak Asis/ibu Pasa selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Rumah ibu Hada selaku penerima BSPS
di desa Tanete



OPPO AT6K

QPPO ATok

XIX

Rumah bapak Hapid/ibu Sunarti selaku
penerima BSPS di desa Tanete

Rumah ibu Junara selaku penerima BSPS
di desa Tanete

Rumah bapak Nurung/Laha selaku
Penerima BSPS di desa Tanete
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Daftar penerima BSPS di desa Tanete yang
ditulis oleh Kepala Desa
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Lampiran 6. Keterangan Telah Wawancara

KETERANGAN WAW/
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BIODATA PENULIS

Sabar Winda, Lahir di Desa Maroangin, Sulawesi
Selatan. Pada tanggal 10 Mei 2001, merupakan anak
keempat dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak
Aming dan Ibu Lia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan
beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa
Mangkawani, Kecematan Maiwa, Kabupaten Enrekang,

Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan

penulis, yaitu pada tahun 2013 lulus dari SDN 4 Maroangin,
pada tahun 2016 lulus dari Mts.N. 3 Enrekang, dan melanjutkan di SMAN 4 Enrekang
dengan jurusan llmu Pengetahuan Alam (IPA), dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya
penulis melanjutkan kuliah dia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan IImu Hukum

islam.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian
Masyarakat (KPM) di desa Congko, Kecematan Marioriawo, Kabupten Soppeng
Sulawesi Selatan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Penulis mengajukan
tugas akhir berypa tugas skripsi yang bejudul: Pelaksanaan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanete Kabupaten Enrekang (Perspektif Figih

Siyash).
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